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Siti Muslikhnti

mudian berasumsi bahwa perang dan

kekerasan telah berakhir dan kira dng-

gal menunggu terciptanya kondisi a-

man, damai dan sejahtera. Namun kita
menyal<silan betapa harapan itu makin
jauh dari kenyataan. Maraknya teror
bom dan aksi kekerasan menjadi feno-

mena baru yang muncul di era pasca

Perang Dingin. Sasaran pemboman

tidak lagi dipilih-pilih: mulai dari ge-

dung pemerintahan, swastal tempat-

tempat umum, hingga rumah ibadah.

Korban jiwa berjatuhan tanpa meman-

dang lagi anak-anak, orang dewasa,

IakiJaki maupun perempuan; belum
Iagi yang lukaluka. Masyarakat pun
merasa khawatir dan takut terhadap

kondisi keamanan maupun keselamatan

dirinya.
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Masyarakat beradab pada zaman

modern sekarang ini tidak ada yang

membenarkan alcsi apapun yang tergo-

long terorisme. Meskipun terdapat kesu-

litan unnrk mendefinisikannya, namun

secara populer terdapat pandangan
umum bahwa terorisme adalah seriap

tinda-kan kekerasan politik yang tidak
memiliki justifikasi moral dan hukum.r

Secara singkat bisa dikatakan bahwa
terorisme merupakan sebuah bentuk
kekerasan langsung atau tidak langsung,

yang dikenalan pada sasaran yang tidak

sewajarnya mendapat perlakuan keke-

rasan itu, dan dengan aksi tersebut di
maksudkan agar terjadi rasa takut yang

luas di tengah-tengah masyarakat.

Tulisan ini akan nencoba untuk
menganalisis apa dan siapa sebenarnya

yang ada di balik isu terorisme dan eks-

tremisme, kepada siapa pula tudingan

itu diarahkan, serta bagaimana panda-

ngan Islam tentang terorisme. Dengan

analisis ini diharapkan terlahir silap
yang rasional dan proporsional meng-

hadapi isu yang berkembang di sekitar

kita.
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ISU TERORISME DAII DASAR-DASAB PAI,IDAI{GAII
DUNIA AS

Mengapa isu terorisme muncul ?

Dalam menjawab pertanyaan ini kita
alan mencoba untuk menganalisisnya
dengan sebuah kaidah ..perr-epabns 

are
guides to actions".2Dalam kerangka ini
diasumsikaan bahwa tinciakan seseo_

rang atau sebuah negara sangat dipe_
ngaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan_
keya k ina n dan kogn isi-kognisinya.
Sebuah isu muncul tidak terlepas dari
aktor yang membawa isu tersebut. Da-
lam isu terorisme ini, kita semua bisa
menyadari bahwa Amerika Serikat (AS)
adalah pihak yang paling nyaring
berkampanye tentang anti-terorisme.
Sesungguhnya tinda_kan atau strategi AS
sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia
memandang dunia internasional. pan-

dangan duniaAS bertolak dari masalah
sekitar kebebasan politik. Kebebasan,
yang diartikan sebagai penentuan nasib
diri sendiri, mayoritas adalalr penguasa,
dan hak membanrah. adalah tujuan
tertinggi dalam hirarki nilai-nilai inti.3
Ancarnan utama bagi kebebasan adalah
kecenderungarr inheren pemerintah un-
tuk berkembang tanpa batas dan
mengikis hak-ha_k warga negara. Obsesi
yang mewarnai keseluruhan sistem
adalah kesiagaan abadi melawan des-
potisme (kesewenangan). Dalam kon-
teks masyarakat internasional, kebeba-
san individu berarti prinsip kemerdeka-
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an nasional, sedangkan pemerkosaan
kedaulatan teritorial dan campur ta_

ngan asing pada masalah-masalah
domestik setara dengan pe.langgaran
hak-ha-k individu. Citra mcngenai agre_
sor internasional merupakan unsur pe_

nting dalam sistem kepercayaan Ame_
rika.

Dalam hampir sepanjang sejarah_
nya, orang-orang Amerika memiliki
keyakinan bahwa AS merupakan
negara yang berbeda dengan ncgara
yang lain. AS merupakan bangsa mod_
ern pertama, yang memiliki tugas_tugas
dan misi-misi spesial. AS sering mem-
banggalan dirirya sebzgi,, champion of
democracSl' (wara demokrasi), dan ,.the

guardian of demrcncy'' (pengawal demo-
krasi) dengan tradisi demokrasi yang
kokoh sejak diproklamirkannya Dekla-
rasi Kemerdekaan 4 Juli 1776 hingga
kini-

Sebelum Perang Dunia I (pD I),
AS secara relatif tida_k terlibat dalam
panggung dunia. Isolasionisme mempa_
kan landasan penting kebijakan luar ne-
gerinla pada periode ini, karena kepen-
tingan keamanan Amerika hampir tidak
tersentuh oleh pasang surut politik du-
nia. Ketika kerulunan dunia secara re-
latif terbalik di tahun l9l4 dengan
pecahnya P€rang Dunia I, netralitas AS
mulai goyah. Kesamaan bahasa dan
tradisi maupun ikatan dagangnya
dengan Inggris, merupakan faktor yang
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membuat netralitasnya tidah bisa diper-

tahankan. Perang dipandang sebagai

n'rasalah noral tentang demokrasi dan
kesusilaan (Inggris) nelawan kediktato-

ran dan barbarisme (ferman). Ke haru-

san terlibatrrya Amerika dalan PD I
dinyatakan oleh Presidcn Woodror.v Wil-
son sebagai tangzungja.wab Ame rihe " to

nake theworld vde for da nrcncyin zt w,r a
end itJl wtrs" .t Pada pcriode PD I sampa.i

dengan PD II, citra agresor- dialanatkan
kepada tiga kekuatan fasis, yaituJepang
yang militan, Adolf Hitler (Jerman)

yang fanatik serta Benito N{ussolini
(Italia).

Perryelesaian rahun 1945 yang

mengalhiri kekerasan PD II dalam wa-k-

tu yang sarna menciptakan basis Perang

Dingin. Amerika Serikat dan Uni So-

viet bercerai sebagai sekutu dalam per-
juangan bersama melawan fasisme dan
mulai terlibat dalam kompetisi ber-
kepanjangan memperebutkan penga-

ruh politik atas Eropa, Asia dan dunia.
Dalam pidatonya mengumumkan Dok-
trin Truman 1947, Presiden Harry.S.
Truman menyejajarkan agresi komunis
(dalam rezim yang totaliter) dengan
agresi Nazi yang mcndahuluinya.

Citra agresor ini melemah dengan

meredanya Perang Dingin. \.{unculnya
aksi 'terorisme' yang dilakukan kelom-
pok Al-Fatah rerhadap allet-atlet Isracl

di Olimpiade N,Iunich (pertcnuirhan
tahun 70-an), membult negara-negara
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besar, terutama AS, berkepentingan
untuk melawan terorisme. Setelah itu
banyak diselenggarakrn konferensi dan
seminar internasional sc rra ditetap-
kanlah berbagzri hukum dan undang-
undang unr uk membatasi aksi-aki yang

dapar digolongkan sebagai terorisnre.

Dinas Intelijen Amerika dan Dinas In-
relijen Ingqris dalam sebu:rh senrinar

yang diadaken untuk membahas malina

terorisme pada tahun 1979 telah menye-

pakati bahwa terorisme adalah penggu-

naan kekerasan untuk melawan kepen-

tingan-kepentingan sipil guna mewu-
judkan target-target politis. AS menr-
buat opini umum yang bersifat mendu-
nia agar selumh dunia melawan alsi-
aksi terorisme dan ekstremisme.

Berakhirnya Perang Dingin telah
mengantarkan Amerika menjadi leluasa

untuk menggelindingkan opininya
tentang terorisme. AS berhasil memak-

salan perlunya dibuar rekomendasi anti
terorisme pada KTT negara-negara G-
7 yang diselenggarakan di Prancis
(1996). Untuk itu, AS telah menetapkan

dan mengeluarken undang-undangper-
lawanan terhadap terorisme yang
disetujui Senat AS pada tahun 1997.

Berdasarkan rekomendasi dan undang-
undang tersebut, AS dapat memata-ma-

tai siapa pun dan di nana pun olang
arau pihak ) irng d;tudu h (elrrgri teroris.

AS bcrhak nrenangkap, bahkan mencu-

liknya. AS juga berhak menjatuhkan
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sanksi yang layal bagi mereka seperti

penahanan, interogasi, deportasi, dan
pencabutan kewarganegaraan; tanpa
memberi hak kepada si tertuduh untuk
membela diri atau hadir di depan pe-

ngadilan. AS juga berhasil memaksa or-
gani s asi-o rganisasi regional untuk
mcmbuat rekomendasi untuk merncra-
ngi terorisme, sebagaimana yang dira-
tilikasi oleh Mesir, Sudan, Suriah, Yor-
dania. AS pun berhasil memaksa nege-

ra-negara di Asia Tengah (seperti Uzbe-
kistan, Kirgizstan, Tajikistan) untuk
membuat kerjasama intelijen guna
memerangi terorisme. Tampaknya AS
juga yang menekan negara-negara
ASEAN untuk meratifikasi hal yang
sama pada KTT ASEAN.

Di dalam "Rencana Strategis AS
dalam Hubungan Internasional" yang
dikeluarkan Rbruari 1999 disebut-kan

bahwa tujuan kepemimpinan interna-
sional AS adalah menciptakan kemak-

muran yang lebi} aman dan dunia yang

demokratis demi keuntungan bangsa
Amerika. Sementara, masih menurut
dokumen tersebut, untuk mencapai hal
itu AS memerlukan kehadirannya di
belantika internasional secara kuat,
kualifikasi dan motivasi yang ringgi,
diversifikasi orang dalam mengurusi
dalam dan luar negeri, menjalin komu-
nikasi yang intensif dengan publik baik
dalam maupun luar negeri, serta instru-
men-instrumen politik, militer, dan

56

ekonomi untuk meraih kebij al<an-keb!
jakan luar negeri bangsa AS (Lihat
United Satts Smrcgic Plan hr Inremational

,4-fl'arls. Dirilis oleh OIIice of Resources,

Plans, and Policy, U. S. Departement of
State, Washington, DC, Febmary 1999).

Arah semua ini adalah mengembang-

kan ideologi kapitalisme yang dianut-
nya. disamping mencapai kependnga n

nasionalnya. Dalam Rencana Strategi

AS (2000) dinyatakan balwa demokrasi

dan HAM (sebagai ide pokok kapita-
lisme) merupatan komponen pusat dari
kebijakan luar negeri AS. Disamping
itu, diterakan dalam rencana strategis

tersebut bahwa AS dalam mendorong

demokrasi tida-k hanya mempromosikan
nilai-nilai dasar AS seperti kebebasan

beragama dan hak-hak buruh, melain-
kan juga menciptakan sarana global
yang lebih aman, stabil, makmur hingga
AS dapat meningkatkan kependngan-
kepentingan nasionalnya (U.5. Depar-
tementof Sate Snareg?bXtz (2000). Diilis
oleh Office of N{anagement Poliry and

Planning U.S. Departement of State, 25

Oktober 2000). SaJah satu implemenusi
dari keadaan yarrg lebih aman dan stabil

tadi adalah isu terorisme .

ISLAIII : TARGET POTITIK TEBOB AMEBIKA ATAS

IIAMA KAPITAIIsME

Siapapun yang mengelaborasi
berbagai undang-undang dan hukum
tentang terorisme akan memahami

Jumut ]tuBUxG h'txxrsrol|,I // P€bruari 2004



dengan terang bahwa semua peraturan

itu tunduk kepada orientasi politik
negara-negara yang membuatnya. Se-

kedar contoh saja, Amerika mengang-

gap pembunuhan Indira Gandhi seba-

gai aksi terorisme, sementara Pembu-
nuhan Raja Faisal dan Presiden Ken-

nedy tidak disebut terorisme. Pada ta-

hun 1997, arvalnya AS mencaP Pembo-
man gedung Kantor Penyelidikan Fed-

eral di Oklahoma sebagai akri leroris.

namun setelah diketahui bahwa pela-

kunya adalah orang Amerika sendiri,

McTimothy, pemboman yang semuJ.a

dianggap terorisn.re itu kemudian diang-

gap sebagai aksi kdminal biasa. Ketika

pejuang HAMAS melakukan bom

syahid melawan kebruta.lan tentara Is-

rael, AS menamainya sebagai aksi tero-

risme. Sedangkan, ulah dan Pemban-

taian para serdadu Israel yang mempo-

rakporandakan kalangan sipil dise-

butnya sebagai pembelaan hak. Perun-

tuhan gedung WTC yang hingga detik

ini belun.r terbukti siapa pelakunya-

disebut sebagai terorisme, sementara

tindalan AS yang menghancurleburkan

Afghanistan beserta 7.5 juta penduduk-

nya dinamakannya sebagai peuegakkan

keadilan tanpa akhir (enduing justice).

Begitu juga yang kemudian dilakukanya

terhadap Irak, AS menyebutnya sebagai

rindakan mc nghilangka n keotoriteran

penguasa. Itulah arti terorisme yang

mereka definisil<an.
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Melihat realitasnYa, termasuk de-

ngan membaca laporan resmi DePar-

temen Luar Negeri AS, seruan anti tero-

risme tersebut ditujukan kepada kelom-

pok )ang anti (erhadap kezhaliman.

penjajahan dan kesewenang-wenangan

AS dan negara-negara kapitalis seku-

tunya. Kelompok Islam Politik merupa-

kan kelompok yang Pada umumnya

sangat kritis terhadap sepat terjang AS

dalam percaturan internasional. Kare -

nanya, tidak mengherankan jika dalam

laporan Departemen Luar Negeri AS

tentang Organisasi Teroris Dunia kita

bisa melihat bahwa daftar panjang ter-

sebut sebagian besar (50% lebih) diisi

oleh nama-nama organisasi,/kelompok

Islam.5

Mengapa sasaran sentralnYa ada-

lah Islam ?. Pertama, bisa jadi hal ini

diilhami oleh tesis preskriptifnya Samuel

P Huntington tentan g The Clash of Civi-

lization, di mana dia memprediksikan

bahwa berakhirnya Perang Dingin,
yang menandai berakhirnYa Perang

Ideologi, akan dilanjutkan dengan

perang baru yang disebut Perang Pera-

daban.Jika selama ini perang lebih ba-

nyak terjadi intern Peradaban Barat,

maka perang bant ini adalah Perang

antara Peradaban Barat (dipelopori AS

dan Eropa Barat) dengan Peradaban Ti-
mur (kekuatan Islam dan Konfusian).

Dengan masukan dari Hundngton ini.

setidalnya kita bisa memahami bahwa
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eksistensi ideologi yang diemban oleh
AS membutuhkan adanya musuh,/la-
wan dari ideologi tersebut. Islam meru-
pa-kan kunci dari kebijakan luar negeri
AS pasca keruntuhan sosia-Iisme-komu-

nisme. Isu terorisme sebenarnp meru-
pai<an kelanjunn saja dari isu tirani-oro-
riter, isu agresor, isu pelanggaran HAM
dan yang sejenisnya.

Karena itu pula negeri-negeri Is-
lam6 menjadi wilayah terpenting yang
menjadi sasaran Amerika dalam pene-
rapzrn gagasan antiterorisme. Salah sanr

wujudnya berupa tekanan untuk mem-
bela AS atas nama 'memberantas tero-
risme'. Sebagai contohnya, sesaat sete-

lah peledakan gedung kembar WTC, I I
September 2001 , pemerintaha AS
memberikan pilihan kepada seluruh
dunia apakah berada di betakang AS
ataul<ah berada di belakang teroris. Bila
tidak berpihak kepada AS berarti ada
di pihak teroris yang berhak mendapat-
kan serarlgan rongkat 1snck;. Afganisnn
merupa-kan contoh konlrit negeri Islam
yang mendapat tongkat ini. lVujud yang
lain berupa tekanan kepada dunia Is-
lam untuk membuat undang-undang
andterorisme yang persis seperd yang
dibuat AS.

Kedua, dengan menggunakan ke-
rangka ideologi yang diemban oleh AS,
yaitu kapitalisme, kitajuga bisa melihat
motif lain munculnya isu terorisme . Tu-
juan tertinggi datam kapitalisme adalah
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the highest rate of return (mendapatkan

keuntungan yang setinggi-tingsnya).7
Kita tahu bahwa negeri-negeri Islam
merupa-kan kawasan yang secara eko-
nomi dan politik sangat strategis. Se-

hingga terlihat dengan jelas bahwa
seluruh upaya mobilisasi militer AS di
Afganistan ditujukan untuk menancap-
kan secara paksa pengaruh politik dan
ekonominya di sana.8 Dalam rangka
mengokohlan cengkeraman Amerika di
negeri-negeri Islam serta melestaril<an-

nya agar tetap berada dibawah hege-

moniAS, sasaran Amerika adalah pada
terpecahnya harmonisasi hubungan
penguasa dan ralyat di ncgeri-negeri
tersebut. Ma-ka sasalan Amerika sesung-

guhnya adalah kaum muslim di negeri-
negeri Islam tersebut yang sedang me-
rintis menerapkal syariat Islam untuk
menyelamatkannya dari kehancuran
akibat kapitalisme. Padahal, AS dan ne-

gara-negara sekutunya mengeni betul
bahwa penerapan Islam dalam institusi
politik yang berupa negara ftekhilafa-
han) merupa.kan ancaman serius bagi
keadikuasaan kapiralisrne pimpinan
Amerika. Berdasarkan hal tersebut, ti-
dak mengherankan setiap gera}an Is-
lam atau partai-partai Islam, yang
menghendaki diterapkannya syariat Is-

lam melalui tegaknya institusi politik
Negara Islam,. dicap teroris. Paling ti-
dal, selalu dicurigai. Sekalipun, mereka

tidak melakukan kekerasan dan anri

Junxr Huur6rx lrrEEusrour // Pebtuan 2004



kekerasan. Alasannya, semua itu di-
anggap oleh AS akan menghalangi dan

menjadi batu sandungan bagi kepen-

tingan dan eksistensinya di seluruh
dunia.Jadi cap yang diberikan AS dan

negara-negara lain bahwa Islam itu
idendk dengan terorisme adalah cap

yang tendensius, dipolitisasi, dan dire-

kayasa oleh AS serta berbagai kekuatan

politik lain dalam rangka melestarikan

eksistensi mereka.

AMERIKA SEBAGAI I1{DUK TERORISME

Berbicara tentang aktifitas peng-

gunaan kekerasan yang mengancam

atau menghilangkan nyawa manusia

perlu kiranya dikemukakan dua sebab

berbeda, yang telah melahirkan tero-

risme . Yang pertama, terorisme muncul
karena ada sebuah kekuasaan durjana
dan durha-ka, yang ingin menundukkan

masyarakat tidak berdosa agar menjadi

lemah lunglai dan tidak punya nyali
kembali untuk mengangkat kepala serta

melakukan perlawarnn terhadap kekua-

tan durjana itu. Sebaliknya ada tero-

risme yang disebabkan oleh keputus-

asaan dan rasa frustrasi yang meluas di
pihak si lemah, kemudian si lemah tidak

bisa memberikan perlawanan kepada

penindasan yang dideritanya kecuali

dengan melakukan teror. agar si penin-

das atau si durhaka bisa mulai melepas-

kan cengkeramannya. Dengan kata lain,

supaya si penindas yang kejam irujuga

JuFur Husu cr hrERx^sroft // Pebfllari 2004
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kemudian mengalami rasa takut untuk
melanjutkan penindasan dan kedurja-

naannya. Orang pun akhirnya memah-

ami ada terorisme kecil-kecilan yang

dilakukan segelintir orang-orang yang

tertindas. Tetapijuga ada terorisme ber-

skala raksasa yang sangat dahslat, yang

disponsori oleh negara dengan aparat

militer maupun aparat kekerasannya. e

Da-lam kasus di Timur Tengah kita

bisa menyebu*an bahwa Israel dengan

kekuatan persenjataan yang dimobilisir
oleh negara merupa-kan contoh teroris-

me yang pertama, sementara al<si-a-ksi

bom bunuh diri yang dilakukan oleh

warga Palestina hanyalah merupa}an
terorisme yang kedua. Sementara kita
mengetahui betapa dalam setiap konflik
Arab-Israel terjadi suplai besar-besaran

persenjataan dan finansial dari negara-

negara Barat (yang dimotori oleh
Amerika Serikat).'0 Begitu juga kita bisa

melihat bahwa dalam banyak kasus ko-

nflik dan kekerasan yang terjadi di
negeri-negeri Islam lainnya ada permai-

nan politik Barat. Upaya menciptakan

ketakutan itu dilakukan oleh Amerika
supaya muncul kcbutuhan al<an pening-

katan anggaran militer pada negara-

negara sasaran Amerilca. Dalam hal ini
Amerika berada dalam posisi melin-

dungi analnya yang berupa perusahaan

multinasional (khususnya Komplek
Industri Militer).r I

Dari paparan ini kita bisa menyim-



Sfl l\/llsLlcrAl

pulkan bahwa sesungguhnya Amerika
itulah induknya terorisme, karena dia-

lah yang paling mempunyai kekuatan

untuk menciptakan, melindungi dan
mempenahankan rerjadinya terorisme.

Menurut Amien Rais perbedaan antara

orang baik dan orangjahat adalah, or-
ang yang termasuk kategori baik tidal
pernah menghalalkan cara untuk men-

capai tujuannya. Sementara orang yang

termasuk kategori buruk da:r busuk, ada-

lah mereka yang setiap kali dengan

enrengnla mengguna-kan prinsip tujuan

menghalalkan cara. Saya kim Amerika

termasul dalam kelompokyang kedua ini.

PAI,I DANGAI'I ISLAM TEI'ITAI'IG TEBORISME

Te rorisme sebagai kekerasan poli
tik, secara normatif bertentangan de-

ngan etos kemanusiaan Islam. Karena
Islam mengajarkan etos kemanusiaan,

yang sangat menekanlan kemanusiaan

universal. Aqidalr Islatn 'La.z ilaha illa A1-

lah . Muhammad Rasu/ullail . sebagai asas

yang manusiawi, telah menjadi dasar

bagi seiuruh bentuk hubungan yang

dijalanlan kaum Muslim; menjadi pan-

dangan hidup yang khas dan hanya

dimiliki oleh kaum Muslim; menjadi

dasar dalam me nyingkirkan kedzaliman

dan menyelesaikan perselisihan; menja-

di dasar dalam kegiatan ekonomi dan

perdagangan; menjadi dasar bagi akti-

vitas dan kurikulum pendidikan; menja-

di dasar dalam membangun kekuatan
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militer; menjadi dasar dalam politik
dalam dan luar negeri; termasuk
menjadi dasar bagi negara dan kekua-

saan. Tidak cukup sampai di situ, Is-

lam juga menganjurkan dan memberi-

kan justifikasi kepada Muslim untuk
berjuang, berperang dan menggunakan

kekerasan terhadap para penindas, mu-

suh-musuh Islam darr pihak luar yang

menunju-k-kan sikap bermusuhan dan ti-

dak mau hidup damai dengan Islam dan

kaum Muslimin (lihat QS 2:190-191,

8:59-60, 9:36,38, 33:60-62, 49:9-10).

Dalam masalah,yih ad fi sabili ah,

sesungguhnya target dan tujuannya
sangat jelas, yaitu untuk menyebarluas-

kan aqidah ini kepada seluruh ummat
manusia.'2 Sabda Rasulullah saw:

'i\h tdah dpnalnan u,rtuI nenenngi

mantsia higa matkz mdgaakai 1en6"alcu;

I-aa ilaha illa Allah tr luhammad Rasulullah.

,Aplihtndda ne$bita nah thah &n lwta
ndda talxnnndarilat ka:uali eryn bqjili)
ndatryarsyata-."

Ini menunjukkan bahwa negara

Khilafah Islamiyah adalah negara yang

dibangun dan berdiri di atas landasan

mabda (ideologi). Dij adikannya aqidah

Islam sebagai asas negara dan kekua-

sa-an, bukan sekedar formalitas atau per-

lambang saja, melainkan tampak dalam

seluruh bentuk interalsi masyaralat dan

negaranya. OIeh karena itu Negara

Khilafah Islamiyali tida-k akan mento-
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lerir seluruh bentuk pemikiran maupun
hukum/perundang-undangan, kecuali

terpancar dari aqidah Islam.

Aqidah lslanr yang n.renjadi dasar

bagi nabda (ideologi) ini pula yang
nengharuskan negara Khilafah Isla-
nriyah untuk menyebarluaskan risalah
Islam ke seluruh penjuru dunia. Penye-

barluasan dakwah lslam oleh negara

Khilafah dianggap sebagai asas negara

Khilafal.r dalam membangr.rn hubu-
ngannya dengan negara-negara lain.
Dengan kata lain menjadi dasar politik
luar negeri negara Khilafah Islamiyah

terhadap hubungannya dengan negara-

negara lain. Bukankah Rasulullah saw

sejak diutus menjadi Rasulullah, lalu
berhasil membangun Daulah Islamiyah

di kota Madinah, hingga wafatnya,
senantiasa menyampaikan dan menye-

barluaskan risalah Islam ini kepada
ummat manusia? Dan bukankah kewa-
jiban tersebut dilanjutkan oleh para
Khulafa Daulah Islamiyah selama
berabad-abad, hingga risalah Islam dan
lutuhat Islam mencapai negeri-negeri

yang sangat jauh dan luas? Karakter
penyebarluasan risalah Islam ke seluruh

dunia, tampak dalam firman Allah Swt:

"Dan Kani tidak mengutus kamu

Mdwnnadl mdainbn kastadz wrvnat mansk

*lmfu ya sr bagai Fnl ;awa l:r:ri ta ge mbin dan

pemberi peringatan." (IQS Sata' p+l : 28)
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Mula-mula Rasulullah saw rne-

nyan.rpaikan dan menyebarluaskan
risalah Islam kepada karib keluarganya,

kemudian melebar kepada penduduk
kota N{a}<krh; dan setelah Daulah Isla-

miyah berhasil dibangun di kota l,Iadi-
nah, dakwah Islam melebar ke seluruh

Jazirah Arab. Pada masa Khulafa ar-
Rasyidin makin meluas hingga berhasil
membuka dan menaklukkan wilal'ah-
wilayah Persia, Syam, Nlesir, Afrika Uta-
ra, dan kawasan Asia Tengah. Kurun
berihutnya dakwah Islam sampai kejan-
tung Eropa, menaklukl<an setengah
wilayah Perancis, menyentuh gerbang
kota Wina (Austria), bahkan ke kawasan

Tirnur telah sampaijuga di wilayah Asia

Pasi{ik (Indonesia). HaJ ini menunjuk-
kan bahwa Rasulullah saw dan kaum
Muslim terdahulu telah meletakkan
penyebarluasan mabda (ideologi) ke

seluruh dunia, dengan jalan,/metode
(thariqah) jkad fi nbilinah.

Meskipun demikian, sepanjang
sejarah negara Khilafah, kaum Muslim
tidak pernah memulai peperangan
menghadapi musuh-musuhnya, kecuali
telah disampaikan kepada mereka tiga
pilihan; yaitu, memeluk Islam, memba-
yar jizyah (dan wilayahnya tunduk ke

dalam naungan negara Khilafah), -jika
dua pilihan terdahulu ditolak- maka
berarti perang

P ihan pertama yang disampaikan

negara Khilafah kepada negara-ncgara
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kafir adalah seman untuk memeluk Is-

lam.Jika mereka menerima dan meme-

luk Islam, maka mereka memperoleh

keselamatan di dunia dan di Akhirat.

Hak-hak dan kewajiban mereka sama

dengan hak-hak dan kewajiban yang

dimiliki oleh kaum Muslim lainnya, se-

bagai warga negara khilafah Islamiyah.

Darah (jiwa), harta dan kehormatan
mereka terjaga. Negeri mereka akan be-

rada di bawah panj i-parrji 'Laa ilalta illa
A.l.la.h', bergabung de ngan ne gara

Khilafah.
Apabila mereka menolak pilihan

pertama, maka disampaikan kepada

mereka pilihan kedua, yaitu membayar
jizyah. Jtzyah lxrfungsi sebagai pengunci

peperangan, penjaga jiwa (darah)

mereka, Namun, negeri mereka berada

di bawah kekuasaan negara Khilafah,
yang di dalamnya diterapkan sistem

hukum Islam. Bagi orang-orang kafir
yang menolak memeluk Islam, kepada

mereka diberi kebebasan memilih. Ha-

nya saja wajib atas mereka membayar
jizyah, sebagat jaminan perlindungan

atas darah, kehorrnatan dan harta me-

reka di bawah kekuasaan negara Khila-
fah, serta kebebasan mereka untukrnen-
jalankan ibadah menurut agamanya.

Akan tetapi, jikr mereka menolak

dua pilihar sebelum n1 a, n rakr be reni me-

reka rnemilih r.rntuk berper:rng dengan

negara I(hilafah. Sabda Rasulullah saw

melalui Buraiclah ra, yang berkata:

62

"Rasulullah sarv, apabila me merin-

tahkan komandan perangnya (bcrperang),

bcliau mcnasehatinya ter tama- supaya

bertakva kcpadaAllah, danrcmoga- kaurn

N{Lrslirn yang turut bersamanya dalam

kcadaan baik, kcmudian benabda: ' ..Jika

engkau berjumpa dcngan kaum llusyrik,

berikanlah kepada mcrcka tiga pilihan atau

kcscmparan bila mcreka rncnyambut,

terimalah- dan cukuplah aras apr,vang

mereka lakukan; (yarcu) scrulah mereka

kepada Islam, jika mcrcka mcnyambutnla

maka tcrimalah dan cukuplah dari yang

mcrckautarakan. Kcmudianscrulah mcrc

ka supaya lrrpindaL kc negrri \tulrajirirr

Apabila mereka mcnolak pindah, bcritahu-

kan bahrva mcrcka kcdudukannla- sepcrti

orzng-orang Aralr tr tu*lim yang herlakujum

hukum Allah scbagaimana terhadap omng-

orang Mukmin. Nlereka tidak memperolch

ghanimah dan fa'I kecuali tun rt sc a bcdi-

had dcngan kaum lr{uslim. Namun, jika

mereka rnenolak (pilihan pertama ini) maka

pungrdaljizyah Dar bila mcreka menyam-

butnya, tcrimalah dan cukuplah dari yang

mereka utarakan Akan tctapijika mcrcka

mcnolak juga (pilihan kcdu.t. maka min-

talah pertolongan kcpada Allah dan

perangilah mereka " (IlR. Muslim)

Hadits Rasulullah saw ini nreng.

gambarkan bahwa peperangan meru-

pa-kan alternatif terakhir Seruan perta-

ma justru seruan untuk memeluk Islam.

Jika mereka menerimanya, maka mere-

ka tidak boleh dipcrangi. Jiwa, harta

darr kclrolmatan rnerekr s;rmrr scperti

kaum Nluslim, wajib dipelihara dan

dijas-a.
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Jihad Ii sabili ah di dalam Islam

bukan untuk mena-klukkan ummat ma-
nusia, menguras dan mengeksploitasi
harta kekayaan negeri lain, apalagi
memusnahkan sekelompok ummat ma-
nusia dari muka bumi. Seruan dan
pelaksanaan.yihad Ii sabilillah dalam ls-
lam adalah dalam rangka mengagung-

kan kalimat Allah, menyebarluaskan

risalah Islam dan menyingkirkan kesesa-

tan, kekufuran, kedzaliman di tengah-

tengah ummat manusia.13 Menghan-
curkan berbagai penghalang fisik dan
ideologi yang selama ini telah memba-

tasi ummat manusia sehingga kebena-

ran, cahaya dan petunjuk Allah Swt

tidak sampai dengan benar kepada me-

reka. Dengan demikizrr , 
jihad fr nbiJillah

tidak sama dengan format peperangan
(dan penjajahan) yang dilakukan oleh

peradaban Barat terhadap negeri-
negeri lain.

Disamping itu, ayat-ayat Al-Quran
maupun hadits-hadits Nabi saw menje-
laskan kepada kita bahwa sebelum pe-

perangan terjadi argumentasi dan per-

debatan dengan negeri-negeri kufur
Firman Allah Swt:

'Serul ah (manu sia) ke padaj alan Ralt>mu

d gdn hilsnah (aryumentas;) dan@alaranyang

baik(nasehatyang halw), dan lxntahlah mereka

(ndebat) dengan canyang baik" €QS. An-

Natn [16]: 125)

Bukanlah Rasulullah saw sebelum

JunM! Hurur x lxrEnM$oul // Pebruari 2004
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mela-kukan futuhat ke berbagai wilayah,

didahului dengan pengiriman utusan

kepada para penguasa kufur? Menga-
jak mereka memeluk Islam, dan berdia-
log dengan mereka untuk membuktikan

kebathilan ajaran-ajaran kufur dan me-

nunjukkan kelayakan ajaran Islam?
Bahkan Rasulullah saw telah memilih
untuk mengambil jalan damai, meski-

pun disitu terdapat peluang besar untuk
meJanjutkan peperangan. Pada saat ka-
um Muslim berhasil membuka kota
Makkah, dan orang-orang kafir berpu-
tus asa, Rasulullah saw tidak melam-

piaskannya dengan membinasakan dan
memerangi mereka. Yang dilakukan
Rasulullah saw adalah menyeru mereka

seraya bersabda:

'tugihh lalian &enana saja kalian n*a),

lemabliaftlahlxlrrs"

Berdasarkan penuturan singkat
diatas. ma-ka sesungguhnya perdamaian

merupakan hukum asal dari hubungan
internasional antara kaum IVluslim (ne-

gara Khilafah Islamiyah) dengan nege-

ri-negeri (ummat-ummat) lain. Predikat
Islam sebagai teroris itu tidak sesuai de-

ngan fa-kta yang ada dan tidal< sesuai

dengan yang dikehendaki oleh Allah.
Allah Swt. berfirman:

Tidaklah Kami mengDtDs engkau

Mdtanvr@ ndrinbnnt*nwlrd ralnrrzthpi

semcsta alam. (QS al-Anbiya' [24: ]04.

OJ
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Dari paparan di atas, bisa kita tarik
benang merah bahwa terorisme sebagai

tindakan menimbulkan ketal<utan mas-

sa, bagaimana pun bertentangan de-

ngan nilai-nilai kemanusiaan. Usaha-u-
saha memerangi terorisme dalam ben-
tuk apa pun, seharusnla tidak dilakukan
dengan cara-cara kekerasan, seperti
yang terjadi dalam krisis AS-Afganistan.

Kalau saja ada orang-orang Islam yang
menggunakan cara-cara kekerasan se-

hingga menimbulkan ketakutan pada

pihah yang tidak seharusnya, kita pun
harus melakukan korelsi. Tetapi untuk
memahami bagaimana terorisme men-
jadi isu giobal, tentunya kita perlu me-

mahami bagaimana konstelasi politik
dunia saat ini.

Usaha memeralgi terorisme harus

berangkat dari penyelesaian terhadap

akar masalah (core ofproblems). Salalr satu

akar terpenting terorisme saat ini adalah

ketida-kadilan dan kepincangan dalam
tata hubungan internasionalra, yang pa-

da gilirannya menumbuhkan sikap

standar ganda (double standarrl pada
pihak pemegang dominasi dan hegemo-

ni internasional, ya-kni AS dan sekutu-

sekutu BaraLnya. Hanya dengan tercip-
tanya tata internasional baru yang adil,

ma-ka terorisme bisa dilurangi, dengan

demikian tercipta perdarnaian dunia.
Wallaahu a'lam bi ash showab
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Realisme dalam Pemikiran Ekologis

Mutin Hariati Hussin

yang diwujudkan dengan penyertaan

asumsi-asumsi ekologis di satu sisi ba-

nyal memperlihatl<an kelemahan teori-

teori realis yang relative simplistic. Di
sisi lain, kesulitan dalam merangkai alsi
kolektif yang diakibatkan oleh komplek-

sitas pelalu dan interalai politik yang

terjadi, justru menjadikan realisme
semakin didambakan da.lam mengga-

lang alsi bersama untuk menghadapi
persoalan ekologis.

Pada tahap awal perkembangan-

nya, par^ ilmuwan politik dan hubu-
ngan internasional (H! seringkali diha-

dapkan pada dilemma dalam menentu-

kan apalah harus memusatkan perha-

tiannya pada analisa tentang "kenyata-

an yang ada (whatrs)" ataukah pada yang

DRA. MUTIA HARIANI HUSSIN, [4.Sl, stalpergalar

Jurusan llnu Hubungan lnlenasional Universilas

M u h a n a otd i y ah Yo g y akana

.hra kll|lrarl lflEErsrdn // Pebruan 2004

"seharusnya ada (what ought to

be)"(Rourke, 1 986:28). Kelompok whar

rs yang memusatl<an perhatian pada
kondisi politik pada saat ini dan masa

lalu tersebut kemudian dikategorikan

sebagai I ) kelompok realis dan 2) kelom-

pok behavioralis (Mas'oed, 1994:145-

46). Disiplin ilmu hubungan interna-
sional yang dalam hal ini berkisar pada

masalah-masalah keseimbangan struk-
nrr kekuasaan politik dan ekonomi pada

level internasional juga melibatkan
masalah-masalah ideology maupun
persepsi yang dimil.iki para pemimpin

sebagai individu pada level domestik
(\Aotti dan Kauppi, 1990: l)

LihatThbel 1.

Ketiga perspektif dalam tabel te-

rsebut merujuk pada kategorisasi oleh

James N. Rosenau mengenai pendeka-

tan-pendekatan dalam politik interna-
sional yaitu sare-cen tic, multi-centric dan
global centi(Yiotti dan Kauppi, 19-

90: I l). Dengan adanya factor perspek-

tif atau persepsi itu maka kajian politik
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non- sama Kelompok, dan

masyarakat serta aktor

non menjada bagian dari

system kapitalis dunia

pentingnya

Persepsi aktor sebagai aktor adalah

sebuah kesatuan yang

UtUh

terdiri dari berbagar

komponen yang sebagran

diantaranya mungkin

sala beroperasi secara

HI dipandang dari sudut

perspektif sejarah,

terutama yang

berhubungan dengan

perkembangan kapitalisme

dunia

Dinamika merupakan aktor

rasional yang berusaha

mencapar hasil maksimal

bagi kepentingan

nasonal dan tujuan

nasional yang tercermin

dalam kebijakan luar

neqennya

Pembuatan keputusan

luar negefl dan proses

transnasional melibatkan

konflik, tawar-menawar,

koalisi dan kompromr

yanq belum tentu

memperoleh hasil yang

Memusatkan p€rhatian

pada pola-pola dominasi

yang ada di dalam dan

diantard kelompok-

kelompok masyarakat

Isu penting 'keamanan'nasional,

dalam arti kekuatan

ekonomipolitik dan

militer, merupakan yang

terpentinq

Multi agenda dengan isu

sosial-ekonomi dan

keselahteraan dianggap

sama penting atau

bahkan lebih penhng dari

isu keamanan

Faktor ekonomi

merupakan yang

terpenting

Tab€l I llge peEpeklfl &larn Hl clan asu'rsr yang mengikutnya

dalam hubungan internasional sering-

kali dipandang lebih dari sekedar fakta

objektif sehingga timbul anggapan

bahwa ilmu HI adalah sebuah studi

yang melibatkan penilaian subyektif

yang berdasarkan pada cara seorang ak-

tor memandang dirinya sendiri dan

aktor internasional lain (Rourke, 198-

6:25-26).IVlenurut Carrol (l9BB: l): per-

ceptions equal rcalityinthe contextof pktics

and diplomacy' , sehingga ada pendapat

ba-hwa hal-hal yang dianggap penting

oleh studi HI seringkali bulanlah yang

sebenarnya terjadi namun merupakan

sesuatu yang dianggap memang seha-

rusnya demikian. Ladang kajian HI
pada perkembangannya kemudian juga

diwarnai oleh munculnya isu-isu baru

yang memiliki dimensi dan cirri-ciri
yang berbeda dengan persoalan-per-

soalan konvensional dalam hubungan

antar bangsa-bangsa. Dimensi yang

berbeda dapat diJihat dari cahrpannya

yang.jauh melintasi dan bah,krn sering-

Ju r tlf,irErll klnaEr,r // Pebruai 2004



kali tidah mengenal batas-batas sistem

luridilsi bangsa (Rourke, 1986: l). Ma-

salah lingkungan hidup, atau ekologi,

adalah salah satu dari persoalan global

yang menjadi perhadan dewasa ini.

Konsisten dengan pengkotakan

umat manusia secara politis dalam wila-

yah-udayah geografis bangsa (narion-

srare)yang berdaulat maka secara tradi-

sional masalah ekologr ini ditangani oleh

masing-masing pemerintahan sebagai

masalah dalam negerinya (Domask,

1998:7). Namun, seiring dengan berli-

pat gandanya peningkatan populasi,

kegiatan produksi serta konsumsi, di
seluruh dunia telah terjadi suatu kondisi

dimana masalah-masalah lingkungan

yang biasanya berskala sempit dan ber-

sifat domestic berubah menjadi berdi-

mensi internasional dan relah mencip-

takan jalinan kerjasama dalam bentuk

rejim internasional. Kenyataan bahwa

sebagian di dunia mendukung rejim

internasional tertentu dan sementara

sebagian lainnya menentang, atau me-

miliki sikap yang berbeda tentang usa-

ha-usaha pelestarian lingkungan hidup-

global yang diupaya,kan dalam rejim-
rejirn itulah yang menarik untuk ditulis

dalam artikel ini.

2. REATISME OAN LINGKUNGAN HIDUP

Udara. air, siklus karbon, lapisan

ozon dan binatang-binatang yang ber-

migrasi memiliki antara lain karak-
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teristik yang tidak terbatas pada satu

wilayah tertentu menunju-klann kenya-

taan bahwa masalah lingkungan hidup

bukan semata-mata melibatkan kebija-

kan domestik te tapijuga akan menyang-

kut organisasi internasional, kebijakan

luar negeri dan praltek-praktek politik
trarsnasional lainnya (Envimnmental Poli-

rrcs, 1995:44). Salah satu upaya yang

telah dilakukan oleh para ilmuwan da-

lam kerangka polirik lingkungan inter-

nasional adalah memikirkan kembali

beberapa konsepsi dasar dalam kegiaran

polititk dunia serta mengusulkan ber-

bagai perubahan. terutana dalam si"-

tem bangsa yang dominant, untuk
mengu_rangi berbagai masalah ekolo-

gis di dunia ini. Upaya-upaya yang seca-

ra longgar digambarkan antara lain
melalui pembentukan rejim interna-

sional pada saat ini mewa-kili pendeka-

tan yang berkeinginan untuk menyrrsun

kembali struktur kekuasaan pada level

global daJam rangka menghadapi anca-

man-ancaman kerusakan lingkungan.

Para ilmuwan (HI) mengidentifika-

sikan adanya ketidakmampuan struc-

tural yanginheren dalam sistem negara

bangsa moderen dan mengusulkan

suatu rekonstrxksi terhadap sistem ter-

sebut demi alasan-alasan lingkungan

hidup. Dua aliran pemikiran utama
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yang dilandasi perspektif realis

dan pemikiran ekologis l ang masing-

67
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masing memiliki konsepsi yang berbeda

mengenai beberapa variabel yang sama.

Paradigma yang pertama, yarrg diwakili
perspektif realis, neo-realis sampai de-

ngan sn-ucn.zz1-rcalist, meliputi pmikiran
yang mengakui pentingnya pemben-

tukan rejim internasional dalam kerang-

ka supra-statisme (diatas negara). Pemi-

kiran pertama ini berargumen bahwa

negara-negara yang berdaulat, yang

menjadi bagian dari sistem negara-

bangsa dewasa ini, akan tetap men-

dominasi pembentukan rejim lingku-

ngan internasional walaupun dipan-

dang kurang sensitif terhadap dinamika

kerusakan lingkungan yang terjadi.
Keohane dan Nye menyatakan dalam

bukunla,fuwerand Intenkqdencebahvz
"...teori-teori realis merupakan basis da-

ri model srruktural pembentukan rejim

internasional ...dan model struktural

menjadi upaya untuk meningkatkan

kemampuan analisa realis dan neo-rea-

lis dalam menerangkan berbagai feno-

mena pembahan rejim internasional"

(Keohane dan Nye , 197?:42-6).

Paradigma kedua, yaitu pemikiran

ekologis, mengklaim bahwa kekuasaan

terlalu terkonsentrasi di tangan negara-

bangsa dan bahwa keadaan tersebut

mendorong negara-negara untuk ber-

pikiran sempit sehingga menghalangi

upaya-upaya perlindungan lingkungan

global yang memiliki kecenderungan

membutuhku langkahJangkali kerja-
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sama dan inisiatif-inisiatif yang berwa-

wasanluas ke masa depan. Oleh karena

itu, pemikiran ekologis mengusulkan

adanya ketertbatan bagian-bagian in-

ternal negara sekaligus me ndesentrali-

sasilal berbagai mekanisme yang me-

ngatur dan memonitor kegiatan-kegia-

tan yang mempengaruhi lingkungan

hidup. Sangat menarik untuk menge-

tahui bahwa kedua pemikiran (atau

bisa juga disebut "paradigma") menga-

kui adanya peran negara dalam keru-

sakan lingkungan yang terjadi dewasa

ini dan keduanya berupaya untuk
mencari jalan keluar dalam rangka
perlindungan terhadap lingkungan.

Analisa terhadap upaya-upaya
konseptual dua pemikiran diatas dila-

kukan dengan tujuan untuk menun-
jukkan bahwa sementara pembentukan

rejim dianggap sebagai langkah radikal

dan dapat mempe rluas pandangan

dalam kerangka politik internasional,

namun secara implisit upaya tersebut

juga membatasi pemikiran tentang

usaha-usaha perlindungan terhadap

lingkungan internasional yang sedang

berkembang saat ini sehingga secara

fundamental tidak benar-benar mele-

paskan diri dari orientasi konvensional

yang state-sentris. Dalam kerangka

rejim lingkungan internasional, pers-

pektif realis dan ekologis sama-sama

memikirkan tentang pemindahan keku-

asaan dan reorganisasi terhadap skala

JuRu! lbBuxou I lfiMsroilil // Pebruari 2004



kehidupan politik. Dengan demikian
keduanya dianggap dapat mewakili
formulasi yang inovatif dan ekspansif.

Namun pada saat yang sama keduanya

memahami isu-isu lingkungan hidup
hanya sebagai masalah desain instiru-

sional dan masalah manajemen saja

sehingga membatasi fokus perhatian
mereka pada struktur rejim interna-
sional dimana negara-negara terlibat di
dalamnya. Jadi, kedua aJiran pemikiran
itu menempatkan sumber kerusakan

linqkungan hidup dalam strukrur inte-
raksi antar negara dan melihat harapan

bagi perlindungan terhadap lingkungan

dalam bentuk sistem kekuasaan yang

berbeda. Unit analisa utama dalam ke-

dua perspektif adalah peran negara

dalam Sembentukan) rejim lingkungan

internasional dan bahwa keduanya
memandang perl u diadakan reorient asi

terhadapnya. Dengan demikian, walau-

pun dapat dianggap inovatif, analisa

menguatkan orientasi yang menem-
patkan negara sebagai fokus dari ke-

giatan politik.

Keseluruhan proses refl eksi teorids

yang dilalukan disini dapat diarahkan

dengan pertanyaan: Sejauh mana rele-

vansi dan keterbatasan perspektif realis

dapat mengakomodasikan pemikiran-
pemikiran ekologis sekaligus menawar-

kan kerangka kebijakan lingkungan hi-
dup global?

Dominasi perspektif atau pemi-
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kiran realis dengan tiga asumsinya yang

sangat percaya bahwa: (l) negara
adalah pemain utama di panggung poli-
tik dunia; (2) negara bertindak rasional

atas dasar kepentingannya sendiri, dan

(3) politik adalah upaya untuk memper-

oleh kekuasaan dalam hubungan inter-
nasiona.l semakin memperkuar posisi ne-

gara dan menjadi tema sentral dalam
tradisi ilmiah politik internasional dan

studi hubungan internasional. Apapun
tingkat analisa (.level ofala.lysr$ yarrg dipi
lih dalam suatu penelirian: tingkrt sis-

tem, tingkat negara ataupun tingkat
individual, maka keputusan (policy)

negara sebagai individulah yang akan

sangat menentukan (Rourke, I 986:45).

Realisme para pembuat keputusan di
tingkat negara menjaditan berbagai hal

lain seperti tingkat perekonomian dan

kesejahteraan di dalam negeri hanya

menjadi bahan pertimbangan untuk
membuat keputusan luar negerinya
(Gilpin. l98l:10;. Konsekwensinya
adalah, relevansi kerangka pemikiran
kaum realis untuk menganalisa isu-isu

baru, termasuk lingkungan hidup,
dalam politik global lalu dipertanyakan .

Status negara, dalam keadaan di-

mana saling ketergantungan di dunia

cenderung makin kuat, lalu seringkali

mengundang perdebatan. Pada tahun

1970-an, ketika jaringan hubungan
perekonomian dunia berkembang se-

makin rumit, muncul spekulasi bahwa
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kedaulatan negara akan segera diang-

gap ketinggalanjaman dengan berkem-

bangnya perusahaan-perusahaan multi-
nasional. Selain itu, ancaman perang

nuklir juga membuat beberapa pihat
sempat berpikir tentang pembentukan

pemerintahan dunia yang akan meng-

gantikan sistenr negara-bangsa (Lip-
schutz dan Conca, 1993:9,1). Namun
demikian, ncgzrra tenls bertahan dan te-

rus menguatkan saling ketergantungan-

n; a melaJ ui berbagai bent uk kerjasama

dalam rejim internasional. Feuomena

ini kemudien dikenal sebagai "kerjasa-

ma dalam anarki" yang mendominasi

berbagai literatur hubungan internas-

ional pada mulai dekade 1980-an.

Pertanyaan yang kemudian mun-
cul adalah: mengapa beberapa negara

mendukung kebijakan lingkungan
internasiona.l semcntidra yang lain me-

nentang, atau mempunyai sikap dan
pendapatberbeda tentangusaha-usaha

pelestarian lingkungan hidup. Mengi-
ngat bahwa masalah lingkungan hidup
terkait crat dengan masa.lah ekonomi,

dan bahkan dial<ui baiwa salalr satu ciri
dari politik lingkungan internasional
adalah keterkaitannya yang erat de-

ngan struktur perekonomian global,
mala j awabannya terletakpada persep-

si yang dimiliki oleh tiap-tiap negara

meugenai isu lingkungan hidup global

serta pada kondisi perekonomiannya.

Secara realistis beberapa negara
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memandang bahwa kebijakan lingku-
ngan global al€n menguntungkan me-

reka sementara yang lain merasa secara

ekonomis akan dirugikan. Selain itu
juga diketahui bahwa masalah-masalah

lingkungan global tidak akan dapat di-
tanggulangi oleh kekuatan pasar da-

lam sistem politik-ekonomi dunia yang

ada sekarang sehingga negara mau

tidal mau harus terlibat dalam bcrbagai

kegiatan yang mcJibatkan in tcrvcnsi

domestik sekaligus kerjasama interna-

sional seperti yangbelum pernah terjadi

sebelumnya (Lipschutz dan Conca,
1993:95). Dalam hal ini hanya negara,

yang memiliki sumber-sumber keua-

ngan dan sumber daya manusia, yang

dianggap paling mampu untuk melak-

sana-kan proyek-proyek

besar dibidang teknis dan ilmiah
bagi pengawasan dan pemeliharaan
lingkungan global. Negara juga neru-
pal<an satu-satunya struktur, yang ber-

diri diatas persimpangan antara politik
domestik dan politik internasional, yang

memlliki cukup otoritas, legitimasi po-

litik, dan kontrol atas wilayah teritorial,
sehingga dapat mempengaruhi ber-
bagai penyebab kerusakan lingkungan.

Oleh sebab itu, isu-isu ekologi dianggap

dapat meningkatkan kekuatan dan
legitimasi negara dengan cara yang ber-

beda (Lipschutz dalr Conca, r'bid). Sikap

realisme terhadap alan adalah meng-

anggapnya sebagai suatu wilayah, aset

JunMr lkfliHw tftFx^sr0 rL // Pebruari 2004



negara atau sebuah bentuk kekayaan.

Dengan denrikian alam mcnrilikj sratus

sebatas sumber daya yang keberadaan-

nya tidak bcrarti tanpa campur tangan

manusia. Alam dianggap tidak nremiliki
kchidupan schingga secara moral hanya

mcmbutuhkan manajemen yang dija-

lankan dengan bijaksana. Karena alam

dianggap tidak rnemiliki 'jirva" maka

rerlis bcranggepan b:rhrr a manusia

bebas untuk mcnggunakan dan mema-

nipulasi alan demi kepentingannya sen-

diri. Perspektif realis disini kembali
nrenunjukkan kekuatannya karena apa-

pun kebijakan yang dihasilkan oleh

rejim lingkungan internasiona.l, adalah

kcpentingan negaral yang sangat erat

kaitannya dengan kepentingan ekono-

mi, yang akan diutamakan.

Kenneth \,Valtz n.renyatakan bah-

rva dari tiga elemen penting dalam
struktur internasional, dua diantaranya

dianggap bersifat konstan yaitu (l) sis-

ten internasiona.l lebih bersifat anar-

kis daripada hira rkjs: dan ,2, dalam sis-

tem internasional terdapat interaksi
antar unit yang memiliki fungsi serupa.

Elemen yang ketiga bersifat variabel
yaitu distribusi poyle.r diantara negara-

negara yang dapat berbeda antara satu

sistem dengan sistem lainnya, dan an-

tara satu periode waktu tertentu dengan

periode lainnya. Waltz, dengan pende-

katan neolealis-nya, menyatak:rn bah-

r.va:(l) Stluktur ditentukan oleh aktor

JuRxr Hutu cri hrEn rsrour// Pebruari2004
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yang paling kuat; (2) Struktur menen-

tukan kcluaran yang dihasilkan dalam

tingkrt sistem, berupa dorongan untrrk

mclakukan, atau tidrk melakukrn, tin-
dakrn tertentu: atau dalam nrengurengi

kemampuan satu negara karena adanvir

kekuatan negara lainnl'a; dan (3) Hubu-
ngan antara srrukrur dalam sisrem in-

ternasional dengan tindakan para altor
dijelaskan dengan asumsi rasionalitas,

dimana negara menenlukan kcpe nti-

ngan dan strategi yang diambilnva ber-

da"ar pada perhirungan tentang posisi

mereka di dalan sistem tersebut $altz,
1979:93).

Dengan landasan pemikiran diatas

dapat dibuat asumsi sebagai berikut:

a. Relevansi pemikiran re:rlis terhadap

isu-isu lingkungan hidup in rernasio-

nal alan tergantung kepada kesa-

maln rsumsi-asumsi dasar pemi-
kiran realis dengan asumsi-asumsi

yane timbul dalam upaya memaha-

mi persoalan ekologis

b. Dalam pemikiran ekologis terdapat

sejur a}r asumsi yang tidak dipaha-
mi oleh perspektif realis sehingga be-

rakibat pada keterbatasannya daJam

n.renawarkan kerangka kerangka
kebijalan lingkungan hidup.

3. KONSEP DASAR PEMIKIRAN REALIS

Penganut realisme dalam HI ingin
memahami dunia ini scperti apa ada-

nya. Walaupun kadangkala yang kita
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anggap realitas itu tumpang tindih
dengan apa yang ingin

kita lihat. Adakalanya kenyataan

atau fakta itu la.lu tidak dapat lagi diper-

debatkan ataupun diingkari, sebagai

contoh, jumlah penduduk dunia, yang

diperkirakan akan melebihi angka 6

milyar pada tahun 2000 (Pirages, 19-

7B:4) ata:u naik-turunnya tingkat pro-

duksi minyak negara-negara anggota

OPEC. Contoh lain adalah teknologi

luar angkasa Amerika Serikat dan Uni
Soviet yang telah sampai pada pembu-

atan pesawat ulang-alik adalah nyata.

Namun demikian, hubungan interna-

sional ternyata tidak hanya mendasar-

kan diri pada kenyalaan yang ada, tetapi

seringkali lebih kepada persepsi yang

dirniJiki oleh para aktornya. Para ilmu-

wan HI menyatalan bahwa yang men-

jadi penghubung anrara persepsi

dengan kenyataan politik internasional

adalah konsep operaabra-kea.ll fi (X.ourke,

1986:26). Dalam keadaan itu, fakta

sebetulnya dapat bembah oleh adanya

persepsi (yang kadang salah) dan
mendasari perilal<u para aktor. Dengan

demikian, hubungan dalam arena poli-

tik internasional bukanlah sekedar

kenyataan obyektif tetapi dapat meli-

batkan penilaian subyektif yang dida-

sarkan pada berbagai gambaran yang

dimiliki olelr seorang aktor mcngenai

dirinya sendiri dan mengenai aktor lain

dalam arena politi! internasiona.l. Pada
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akhirnya, apa yang dianggap penting

oleh suatu negara pada satu saat mung-

kin saja bukanlah hal yang benar-benar

penting tetapi hanya sesuatu yang

dianggap seharusnya begitu (Datrlan,

1996:200).

Perspektif realis, atau realisme,

muncul sebagai reaki terhadap utopia-

nisme, bersifat normatif dan berorien-

tasi pada produk atau kebijakan praktis

(Envimnmend Poliacs, I 995:4). Realisme

berasumsi bahwa pada pokoknya tidak

terdapat keha rmonisa n kepentingan

diantara negara-negara karena diantara

mereka ada perbedaan komposisi
kapabilitas (power). Perbedaan ini terlihat

tidak hanya dibidang militer tetapijuga
pada tingkat reknologi, perekonomian,

sumber-sumber alam, faktor geogra{is,

bentuk pemerintahan. kepemimpinan

poiitik, ideologi, dan lain-lain (Dahlan,

103-04). Dengan demikian kaum realis

beranggapan bahwa prinsip-prinsip
moral tidak dapat menjadi acuan tinda-

kan politik karena seorang negarawan

yang bertindal secara rasional atas na-

ma kepentingan negara jelas mewakili

standar tingkah laku yang berbeda dari

standar perilaku individual.

Pandangan kaum realis bahwa

negara-bangsa (raabn sare) adalah unsur

terkecil dari sistim politih internasional

menimbulkan asumsi bahwa negara-

bangsa adalah aktor tunggal yang ho-

mogenr yang bertindak rasional untuk

JunM! tluurclx lxrEn,lrsrcMt// Pebruari 2004
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Nilai intrinsik alam yang sangat penting bagi

Nilai nilai ekologis - dan hukum alam lain -
menentukan tingkat moralitas manusia

Biorighls - atau adanya hak yang dimilikioteh
species yang lerancam punah maupun bagian alam

yanq unik - untuk tidak dirusak

Percaya bahwa eksploitasi sumber alam dan

pertumbuhan ekonomi dapat b€rlangsunq

belsamaan apabila:

a. Dilakukan cukup penyesuaian pada ongkos
produksi, pajak, dll

b Peningkatan kepastian hukum mengenai tevet

minimum dari kualilas lingkungan

c. Pengaturan kompensasi memuaskan bagi pihak

yang menqalami pengaruh sosial maupun

lingkungan yang meruqikan

Tabel 2 Pela Pemiknan Eko ogis (Disaikan dan Riordan, 198131)

mengejar tujuan dan kepentingannya

sendiri (l\rlas'oed dan Arfani, 1992:17).

Dengan demikian, negara dianggap
sebagai pemilik kekuasaan efektif ter-
tinggi, dan dorongan-dorongan ke-
kuasaan individua-l dari level lokal dire-
presentasikan oleh negara di tingkat
internasional. Jadi, menurut kaum
realis, da.lam sistem politik internasionai
yang bersifat desentralistis perilaku ne-

gara yang kompetitif dan agresif,
ataupun sebaliknya, dapat diterima dan
disahkan. Konsep negara-bangsa lalu
memperoleh kekuatan magis seolah ia
adalah organ hidup yang mempun;ai
kepentingan tersendiri (Mas'oed dan
Arfani, 1992: I B- l9).

Penggunaan konsep negara seba-

JUFMI HuBux hrEnx$ro rr// Pebrua.i2004

I\4enerima tehnik-tehnik penilaian baru serta

keputusan tentang pengaLuran yang memungkinkan

adanya diskusi yang lebih luas serta penggatian

kemungkinan adanya konsensus dianta.a wakit
pihak-pihak yang berkepentingan

gai aktor tunggal ini seringkali menim-
bulkan masalah karena dapat saja me-

ngacaukan pemahaman kita tentang
hubungan internasiona.l. Namun demi-
kian hal tersebut ternyata tidak mengu-
rangi kekuatannya sebagai kesatuan
terbesaq lang dalam sistim politik dunia
mempunyai hak untuk merundingkan
kepentingan-kepentingannla berhada-
pan dengan negara lain atau a-ktor lain
dalam HI. Pada kenyataannya, negara

memang dianggap bukan satu-satunya

aktor dalam HI (Atfas'oed dan Arfani,
1992:19).

4. KOI'ISEP DASAR PEMIKIBAN EKOTOGIS

Walaupun secara umum terdapat
kesepakatan mengenai adanya dua
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kutub yang dominar dalam ekopolitik
namun pcmbagian pcmikilan ekologis

dalanr dua aspek belbeda yaitu ".sla1-

1ory''dan "dce7r" nremiliki nrasalah yang

serius. Kecenderungan untuk secara

eksklusif menganggap dikornmi ini
sebagai satu-satunya cara untuk meme-
takan teori-tcori ekopolitik dapat bera-
khir pada gambaran tentang ekopolitil
yang tidak lengkap. Ekopolitik (sering

disebut sebagai er en politics ata.u pohtik
iyau) menurutJohn Banl; bukan hanya

menyarrgkut nilai-nilai dan dimcnsi
nroral dari hubungan antara manusia

scbasai makhluk sosial dengan lingku-
ngan alamnya namun juga rnenyangkut

perubahan ekonomi dan politik yang
terjadi, dan bahwa diantara keduanya

terdapat hubungan (Eckersley, I 992:3).

Sementara dalam dikotomi diatas, ha-

nya pemikiran ekologis yang ekosentris

dianggap sebagai " deep" sedangkan
lainnya dianggap sebagai " shallovl'.
Pada intinya pembagian tersebut mere-
fleksikan adanya ketegangan filosofis

antara pandangan yang ekosentris (ling-

kungan alam sebagai pusat) dengan
yang anthroposerrtris yaitu manusia
sebagai pusat.

lihatThbel2.

\Ienggaris barvahi pendapat dua
peuulis lain, John Barry menyatakan

bah$a le r dal:r r keterbaursan daripem-
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baeian seperti diatas dalam ruenangkap

kerurritrn d;rn lrcrbagai r'.rri.rsi lang
dihadapi oleh politik lingkungan (Iihat
tabe I 2). Dikotomi de ep drn shallow

dalam pemikiran ekologis pada kenya-

taannya tidak banyal membantu dalam
memahami dan menjelaskan hubungan

yang ada diantara kedua faktor
ekopolitik rliatas (Ervironmenttl Politics,

1994:369).

Pembagian dua kutub "filasafat
politik hijau" dan "politik hijau" ini
bukan saja secar:r normatif lemah (kr-
rena menggunakan ekosentrisme seba-

gai landasan bagi teori-teor-i ekopolitik),

tetapi juga menjadi kurang signifikan.

Karena kecenderungannya untuk lebih

menekanlan pada pemikiran " deep ecol-

ogy", masalah-masalah pengaturan
sosial dan

politik kemudian dianggap tidak
terlalu penting Dalam hal ini akan rim-

bul kesulitan mengenai bagaimana
caranya" susainable soaeql' dapat dica-

pai dan bagaimana nilai dan prinsip-
prinsip sosiai dalam hubungan antar
manusia akan memperoleh perhatian
yang cukup mendalam. [,Iasa]ah terbe-

sar lain dari dikotomi deep dan shallow
adalah yang menyatakan bahwa hanya

perubahan sosial dan politik yang eko-

sentris (mendahulukan alam), dan me-

miliki motivasi ekosentris, saja yang
dapat dianggap sebagai "benar-benar"
hljau atau bagian dari ekopolitik (Ena-

JUR 
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sejarah. Pandangan dunia yang sangat

antroposentris muncul diantara masa

renaissance dan revolusi industri. Saat

itu pandangan organik terhadap alam

yang menjadi ciri dari nrasa pra-mo-

dernisasi lalu

digantikan oleh pandangan meka-

nisti s terhadap modernisasi yang
membuat alam tidak lagi memiliki nilai
intrinsik. Inti dari kritik yang kedua ini
ada-lah adanya hubungan erat antara
moden.isasi dan degradasi lingkungan

hidup. Nlasalah-masalah biasa yang
terjadi sehari-hari dalam dunia modern

dituduh sebagai sumber kerusakan

lingkungan dan lebih banya-k menim-

bulkan kerugian daripada kebaikan,

terutama apabila kita mengingat kebu-

tuhan generasi beriku tnya (Current His-
tory,2000:361) .

Kritik ketiga muncul karena para

pemikir ckologis cenderung untuk lebih
rnendrrkurrg kcbijakan lingkung:rn yang

radikal dan bukannya yang muncul dari
pendekatrn'lesourre nanagement' yang

dihasil ka rr ler nbaga-lcrr rbagrr int, rnasio-

nal seperLi UNCED. Pemikiran atau

perspcktif ckologis pada umumnya
tidah nenye nrju i pcndcLeurn " rop-dovr.zi'

yarrg nrenjedi , iri dari irrsrirusi irrrer-

nasional (RedclifL, 1996:ch.2). I'ers-
pekLif ini merrginginkan tumbuhnya

penrahlmarr 1.rng lebih baik mengenei

hubungan manusia dan alam serta me-

ngenai sejarah bagaimana hubungan
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tersebut telah berkembang kearah yang

tidak menguntungkan dan bahkan
mengganggu. Pemahaman yang lebih

baik diharapkan akan menjadi basis

rasa tanggungjawab manusia terhadap

akibat dari tindal<annya terhadap alam.

Diyakini oleh para pemikir ekologis

bahwa sebelum terjadi perubahan ter-

hadap pemahaman manusia tentang

alam, a-kan sangat sulit t.rcipta perjan-
jian yang efektif mengenai perlindu-
ngan lingkungan global.

Pemikiran ekologis juga sangat

dipengaruhi oleh dua etika lingkungan

lain, yaitu yang biocentric dan ecocen-

tric. Etika biocentric berusaha mencari

pemecahan dalam edka anl roposcnt ri\
dalam lingkungan hidup dengan mem-

berikan posisi moral bagi makhluk
hidup lain selain manusia. Manusia
hanyalah salah satu species diantara
penghuni alam ini yang memiliki nilai
moral (Callicot, l9$Q). $ementer.-r itu.
etika ecocentric menukik lebih dalam

lagi dari yang rnemiliki nilai moral.
Ecocentric menganggap bahwa dalam

ekosistem terdapat prinsip menakan

dan dimakan sehingga lnanusia diang-

gap hanyalalr salah srtrr brrgirn saj,'

dalarn rangkaian rantai makanan yang

rumit. Oleh karena itu tcr-rri-tcori et o-

centric menganggap bahwa status atau

nilai moral menjadi bagian dari scluruh

kesatuan ekologis, dari makl uk hidup

sampai dengan seluruh sistem planet

JuRur Hu0uilcril l En 
^3rcxrt 
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kita. Etika ecocentic ddaktnnya irrrern-

perhatikanjenis-jenis binatang atau spe-

cies tertentu saja tetapi menan-rh perha-
tizn paAa keseluruhan proses evolusi
yang me libatkan seluruh lingkungan
organik dan non o rgantk (Current HE
ary,2M:362).

Semua etika dalam pemikiran
ekologs menyatalan adanla kebutuhan
untuk melakukan perubahan dalam
praktek politik internasional tBruta'f"n2-

1an4g trerhubungan dengal penganran
perekonomian dunia- Meningkatnya
pengaruh negatif dari proses perekono-
mian yang dirasalar melampaui barzs-
batas negara membuat banyak akor
mempenanF-kan kemamp"an i6lit rsi

politik yang ada dalam menanggula-

ryinya, Sebagian besar dari pertanyaan
inr kemudian berhasil membawa perne-
rint'rhln nasional negara-negara rmatk
menandatangani berbagai perjanjiao
incrnasional Selain ina pembahan sig-
nifikan j-ge terjadi dalam j-rnlah .lan
jenis a.ktor yang terlibat (negara .l"n
non-negara), isu-isu yzng lang dibica-
ra-karr, serta ddarn hat nonruFnornra
dan primip-prinsip yang dicanhrrnka-n

dalam rejim lingkungan internasional
Meningkatnya jumlah rejirn ling-

kungan yang terbentuk tidak secara
otomatis berarti mening*atnya kekua-

tan dal efektifras rejim ters€but drlln
memecahkan 6eselah y21lg diha<lapi-
Seperti rejim lain pada umumnya, da-

hrllrHfr rln //PeS{uEli m0{

l6u t€rotrns (bdtt tlrrhlnCan lnlafnaridlal

la- rejim linghrngan tnternasitona!

terdzp t rnasa)zh efekljlfit"s penera-
pantgz karera a da ny a kerendenngan
tirlak memiliki

mekatisme pnegakan hukum ftrr-
md kemungkinan tidak d;rzflfikaa;
dan kemungkinan rejim akan diimple-
mentasiLan juga oleh negara-negara
yrang tidak terlibat dalam perundingaa.
Ketrerhasilan maryun kes.rgal"u p,em-

bentukan rejim linghrngan inrrnasio-
nal dengan demi*ian bergantung pada
banyak fakror dalam kontek inrrr-
nasional.

5. trru6 Etu Ex{nq.fi lffilflru
Realei politis lang dilaL,'kan s-

cara kolekif rnengbadapi isu lingkr-
ngan gtobal dan sub glo$al rnenjadi
ketryata.an umurn rnrdai de*ade trra&hir
abil 20.9221 itu neg-.e-ncoara pa.la
umurnnla benindak sesuai dengrn ke-
pentingan nasi6nJny4 baik karena
mereka tidak secara langsung dipenga-
ruhi oleh masalah kerusakal lingkt
ngarr yang berdinensi glohaY

intertrasioml atau brena mereka
taqsuflg oleh kerusakan
lingl.'ngarr yang diseba,bkan oleh posisi
geografisryza berdekaran dengan sum-
trer kemsaka-n- S"la'na ini rcaksi negara-
negara terhadap masalah lingtungal
terutama didasar*an pa.da kcbutuhaa
mereka unUrk menar{ggutangi te{iadi-
nya pengaruh langsung terhadap
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Krisis Lingkungan Merupakan rnasalah teknls iangka
pendek di bidang liogkungan

I'l€rupakan akibat dari program

p€mbangunan tangka panjang

Penyebab masalah lingkunqan Mis-manajemen program

pembanqunan

Sistem ekonomi internasional

yang tidak adil

Fokus perhatian utama Masalah global, a. l. : pemanagn

global, pelestarian hutan, dan

perlindungan ikan paus

l4asalah lokal, a,l. : tersedianya

arr bersih, meluasnya qurun

Tabel3 Pebedaan Pe6ep6ilenlang isu lingkung€n fAienftal' &i @i MiBrgdgnl*aldelan per'pfilian n)

lingkungannya, dan bulan karena pe-

ngaruh yang tidak secara langsung

dapat dirasakan.

Untuk masalah pemanasan global

misalnya, ketalutal negara-negara di
dunia ini kebanyakan didasarkar pada

pengetahuan mengenai kenungkinan

terbenamnya wilayah-wilayah pantai

mililcrya serta hilangnya wilayah-wila-

yah pertanian yang subur yang disebatr.

kan oleh karena meningkatnya permu-

kaan laut akibat memanasnya iklim glo-

bal. Isu-isu lingkungan hidup kemudian

berkembalg dengan cepat dalam uku-
ran besarnya bahaya yang mengan-

cam kehidupan di bumi ini, dan seiring

dengan itu politik lingkungan interna-

sional tumbuh dan berkembang untuk

dapat menghadapi masalah tersebut.

Politil lingkungan internasional, seba-

gai sebuah kajian ilmu, baru dilahirkan

sekitar seperempat abad yang lalu.
Kajian itu dimulai dengan memper-

hatikan masalah-masalah teknis dan

bersifat khusus seperti pengaturan ten-
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tang sumber daya kelautan dan polusi

udara yang melampaui batas wilayah

negara (Eckersley, 1992:8).

Sampai dengan sekitar tahun
1980-an, berbagai kajian tersebut ha-

nya memperoleh sedikit saja perhatian

dari komunitas ilmuwan hubungan in-

ternasional (HI). Pada saat itu, sebelum

akhirnya lembagalembaga dan rejim

lingkungan mulai bermunculan, secara

singkat harya terlihat terjadi satu kali

saja muncul gelombang minat yang cu-

kup besar, yaiu ketika diadakan Kon-
perensi PBB mengenai Lingkungan
Hidup Manusia (IJNCHE atau Umted

Naiclrs Cufuerc on Hmnn hwircrurrutl

di Stockholm pada tahun 1972 Qho-
mas: 1992:2)-

Duapuluh tahun setelah UNCHE,
pada tahun 1992 diselenggarakan
Utilrdlfuirrx Mar.r an hwinxrrmtt ad
Derclopmenr(JNCED) di Brazil. Kon-

perensi yang kemudian lebih dikenal

sebagai KTT Bumi di Rio merupakan

reaksi terhadap laporan Komisi Brund-

Jur rHuBUxc lmnx^sDMr // Pebruari 2004



rland " Our Comtnon Futut€' yangdtter-

bid<an pada tahun 1987 yang menye-

bu*an bahwa pe mbanguna-n berkelan-
jutzn (sustainable development) llranss

diprioritaskan untuk membicarakan
krisis di bidang lingkungan hidup yang

tidak dapat dipisalkan dari krisis pem-

bargunan. Dalam KTT tersebut mun-
cul perbedaan yalg sangat hsar antzra
negara-negara maju da-n negara-negara

berkembang te ntang seberapa besar
penekarlarr dapat diberikan kepada pre
ses pembangunan yang berlawanan
dengan lingkungan. Demikian juga ter-
hadap pertanyaan tentang apa-kah pem-

bangunaa dan kelestarian lingkungan

dapat rliFisa},kan; dan mengenai pro-
gram apa yang dapat mendukung pem-

bangunan berkelanjutal.

IilntThH 3,

Negara-negara berkembang meli-
hat kisis lingkungan merupalan bagiar
dari krisispembagunan jangka panjang

sementa[r negar:r-negara maju melihat-
nla semata-mata sebagai masalah telnis
jangka pendek di bidang lingkungan.

Negara-negara berkembang mengang-

gap perlu dilakukan negosiasi dan dis-

kusi mengenai berbagai penyebab krisis

lingkungan lang disebabkan oleh

sistiln ekonomi internasional yan g tidal
adil. Negara-negara berkembang me-
nuduh bahna negara-negara maj u

In^l }}l3ll krEn srna,i Pebtuarl 20M

lsu l?roasme dalan Hubun0an Inlernaslona

hanya tertarik pada gejala-gejala kerus-

a,kan lingkungan yang Langsung mem-
pengaruhinya dan tidak bersedh untuk
mengatasi penyebab utana yang a-kan

membutuhkan perubahan gaya hidup
dal pola-pola koruumsi negara-negara

kala ffhomas: 1992: I l).
Negara-negara berkembang, juga

sering disebut sebagai negara-negar-a

Selatan, melihat agenda di bidarg ling-
kungal hidup merupa-kan buatan ne-

gara-negara industri maju yangk^\z,
atau sering juga disebut negara-negara

Utara. Agenda lingkungan dianggap
nega-ra-negara Selatan sebagai sebuah

kemewahan yang tidak dapat mereka
jar€kau dan juga merupalan hambatan
terhadap programamgrdrn pernbangu-

nal yang sedang mereka kerja-kan. If,-
bih jauh lagi mereka mencurigai mak-
sud nega-ra maju serta mengkhawatir-
kan munculrya imperialisme dibidang
lingkungan. Hal iur antara lain disebab-

kan oleh karna kebanlakan dari masa-

lah lingkungan yang mendapat per-
hatian utama dalam agenda lingkungan

ada.lah masalah-masalah yang langsung

mempengaruhi negara maju sepeni
pemannsan global, perlindungan ikan
paus dan isu-isu pelestarian hutal. I{a-
salah-masalah khrxus yzng menjadi prr-
hatian utana negara Selaun sepeni ter-

sedianya air bersih dan meluasnya
gurun tidal terlalu memperoleh perha-
tian (New Screzas4 1992: I I ).
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Perbedaan besarjuga muncul me-

rrgcnai kebijakan dan prinsip-prinsip

tentang ked.au-latzn atas sumber-sumber

alam, pembagian beban, isu-isu kese-

taraan, demokratisasi, pendanaan, pe-

ran insutusi multilateral, transler tekno-

logi, keanekaragaman hayati dan bio
teknologi. pcnggundulan hutan serta

perubahan ililim. Negara-negara ber-

kenrbang sangat bcrkependngan untuli

nrelindungi ke daulatanna lang rnereka

anggap berpotensi untuk diserang.

\Icreka rnenganggap bahua per-hatian

terhadap masalah penggundulan huan
tropis merupakan bentuk lain dari
imperialisme temtama ketikn ment,ang-

kut pembicaraan nrengenai pembentu-

kan kebunrhan bersuna lglobal commorc)

yang secara efektif akan menghapus

kedaulatan dari w'ilayah nasional flio-
mas, 1992:12). Apabila Eropa meng-

hancurkrn wilalah hutznnra sejalan de-

ngan proses industrialisasi, malia negara

seperti Brazil nenganggap bahwa
mereka juga berhal untuk melakukan

apa saja dengan wilayah hutannya
tanpa campur tangan pihak lain.

Negara-negara Selatan j uga

melihat adanya standar ganda dalam

agenda lingkungan ketika negara-

negara lJtara rneminta mereka untul
menghentikan penebangan pohon-
pohon di hutan yang menjadi penghisap

karbon dioksida, senentara pada saat

,vang sama negara Utara tida-k bersedia
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untuk melakukan usaha yang signifikan

dalam mengurangi produksi karbon-

diokida yang dihasilkan oleh perkem-

bangan berbagai piJihan energi ;ang
lebih efisien. Agenda lingkungan dalam

UNCED 1992 menunjuklan bahwa

perubahan lingkungan global kembali

memunculkan perbedzran antar negara

vang menjadi ciri khas dari perdebatan

Utara-Selatan dalam tiga dekade tera-

khir abad 20.

Politik lin gkungan internasional

iselanj utnya disebut sebagai ekopolitik

internasional) melibathan banyak isu

iang konrpleks. dimana masinq-masing

isu nremiliki stuktur d:rn dinamilanya

sendiri. Isu-isu lang mengandung anca-

man terhadap inregritas biosfir iklim,

atmosfir. tanal dan lautan dimana kehi-

dupan nanusia bergantung - mempa-

kan isu ekopolitik internasiona.l. Ruang

lingkup isu-isu ekopolitil internasional

biasan.va dikategorikan dalam dua

dimensi masalah yang dihadapi: (l)
lingkup konsekrvensi kegiatan ekonomi

tertentu terhadap Iingkungan hidup;

dan (2) lingkup geografis dari ncgara

(dan altor non-negara) yang terlibat

dalam suatu isu. JiLa konsekwensinya

bersifat globa.l atau melibatkan aktor

dari banyah negara maka isu tersebut

termasuk isu ekopolitik internasional

atau global. Sesuai dengan ruang
lingkupnya, maka da.lam ekopoliuk

internasional banyak dilakukan

Jlhr HlJr6^r hrEnrra*r // Pebruan 2004



perundingan atau negosiasi mul tilateral
untuk mencapai kescpakatan global
yartg bertujuan unruk mengurangi re-

siko di bidang lingkungan.

Kerangka teoritis rejim dalam studi

tentang lingkungan internasional
menunjukkan adanya beberapa hamba-

tan bagi terciptanya perlindungan
lingkungan yang efektiL Peter M. Haas,

Robert A. Keohane dan trIarc l,er,y me-

nyebutnya sebagai 3 C , yattu problems of
mllecti',e action, lark of mtlnal apariq', dan

lack of concern [ot' enitonmental quaJiq,

(Haas, Keohane dan kty, 1993:395-98).

Masalah tindakan atau aksi kolektif
nerupakan isu sentral dalam studi yang

menggunakan teori-teori rejim karena
menyangkut bagaimana cara membuat
para aktor yang masing-masing berdau-

lat dan menriliki kepentingan sendiri-
sendiri dapat bertindal bersama demi
menghindari hasil yang kurang op tima1.

l\lenurut Haas et a/.. insLirusi yang
dihasrlkan dalam rejim mcmberi sum-

bangan yang penting karena membe-

rikan tempat untuk melakukan tawar
menalvar dimana informasi disebarkan

secara merata sehingga dapat mengu-
rangi biaya; rejim juga menciptakan
proses negosiasi; memonitor perkem-

bangan yang terjadi selta implementasi

kebrjakan, dan dapat memberikan
verifikasi yang akan mengurangi ketidak
pastian diantara para partisipan (Haas,

Keohane dan Ler,y: ibid:401-02).

JunMr HoBUilM[ l ftB AsoxrL//Pebruar 2004
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Tidak memadainya kemampuan

negara untuk menghadapi masalah

lingkungan banyak dijunrpai di negara-

negara berkembang. Sebuah negara
mungkin benar-benar ingin ikut dalam
kerjasama berbingkai rejim lingkungan
internasional, namun tidak tersedianya

lembagalembaga yang efektif di dalam
negeri seringkali berarti bahwa admi-
nistrasi di dalam negeri tidak akan
mampu untuk melakukan kewajiban-
kewajiban yang diarur dalam rejim
tersebut. Jalan keluar yang dapat
ditawarkan rejim bagi masalah tersebut

ada.lah memlasilitasi transfe r keahlian
manajemen dan teknis, serta bantuan
keuangan (Haas, Keohane dan Levy:
ibid. : 404-08). Mengenai masalalr ketiga,

yraitu tidak adanya perhanaa (Iack of con-

cern) terhadap kualitas lingkungan
hidup, Haas et al menegaskar kembali
pentingnya peran institusi internasional

dalam meningkatkan perhatian terha-
dap masalah lingkungan hidup (Ilaas,
Ke oh an e dan Le ry : ibid. : 10 I ). Padakerna-

taannya, kebanyakan negara seringkali
tidak menganggap bahwa isu lingku-
ngan hidup sebagai masalah utama bila
dibandingkan dengan isu-isu pemba-
ngunan ekonomi dan pertahanan yang
dianggap lebih mendesak. Dilain pihak,
lembagalembaga internasional juga
memiliki banyak kelemahan dalam
upaya nya mcningkrrkrn perh a tia n

kecuali apabila mendapat bantuan
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kekuatan Iain, yaitu ger:rkan lingkungan

hidup domcstik, dalam menciptakan

kondisi vang efektif untuk program-

Programnya.
Berbagai alasan yang mcndorong

negara-negara untuk terlibat dalam

berbagai perundingan yang menyang-

kut rejin.r lingkungan intcrnasional, bah-

kan hingga meratifikasi hasil pcrundi-

ngan ten[u menjadi signifikan untuk di
teliti sehubungan dengan peran pers-

pektif para aktor yang tcrlibat di da-

lamnya. Namun seka.li lagi, dalam hu-

bungan inrcrnrsional yang didomjnasi

oleh persepektif realis, negara adalah

pemain yang ulama dan kepentingan-

nya paling berpengamh. Oleh sebab

itu tentu menarik untuk menyeLidiki

apakah pertimbangan-pertimbangan

ekopolitik internasional juga mengenal

realisme politik (HI), atau dengan kata

Iain apakah realisme (HI) juga sangat

berpengaruh dalam ekopolitik interna-

sional. Selain itu, apakah teori-teori ten-

tang rejim dapat langsung digunakan

untuk menganalisa berbagai isu politik
lingkungan internasional akan membu-

tuhkan pembuktian yang menjadi per-

hatian dalam penelitian ini.

6. KETERBATASAN DAN DOMINASI REAI-IS:

SEBUAH PARADOKS

Rea.lisme pada umumnya dipaha-

mi sebagai sesuanr yang amoral. Dalam

hal ini ncgara-negara akan melaliukan

a2

semua tindakan yang diperlukan untuk

n.renjamin keantanan dan kcberada-

annya. N,Iasalah sunrlzl aL.ru kelangsu-

ngan hidup, berkesan nen.rberi legiti-

masi bagi pelanggaran terhadap perjrtt-
jian-perjanjien, penyangkahn. peni-

puan dan berbagai tindak kekerasan.

Siapa yang tidak mampu melakukannya

akan lenyap sementara yang paling ahli

memainka n nl a akrrn mcndontirtasi

yanglain (Cuntn tfditory, 2000:363). N{o-

ralitas, ketika digunakan, seringkali

merupakan selubung dari kepentingan

nasional yang ingin dikcdepankan.

Berikur ini akan dibahas tiga asumsi

dasar yang sangat berpengaruh dalam

perspektif realis, dan neo-rea.lis, tentta-

ma dalam hubungannya dengan isu-isu

lingkungan hidup yaitu yang berhu-bu-

ngan dengan posisi negara, posisi pen-

dekatan keamanan serta struktur pere-

konomian kapitalis yang dianggap

sebagai bukti paling tepat bagi keme-

nangan realis.

Inti pandangan realis yang me-

ngakui bahwa secara alamiah manusia

akan membentuk kelompok-kelompok

yang mengalami berbagai konllik
kepentingan karena makin langkanya

sumber daya yang ada menjadikan

upaya untuk mempertahankan kebcba-

san dan otonomi kelompok merupakan

kepentingan utama karena pada dua hal

tersebut bersandar kemampuan para

auggota kelompok unruk menjalankan
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kehidupannya di dalam batas lingku-
ngan negara. Secara in.rplisit, panda-

ngan tersebut menjadi prinsip moral
yang utama bagi kaum rcalis dalam
memandang pentingnya kekuasaan

negara.

R.alis bera su ms i bahwl sistem

negara. alau politik kekuasran lain yang

melibatkan berbagai kelonrpok, akan

menjadi ciri dalam hubungan antar
martusia selama umat manusia mendia-
mi bumi ini. Dalam kerangka pengatu-

ran institusiona.l yang permanen terse-

but. sangal sulit bagi etika atau pemi-

kiran lingkungan (dan yang lain) untuk
dapat menanamkan pengaruhnya. Pada

kenyataannya semua tindakan negara

harus memperhitungkan keuntungan

tambahan (relaave galns) yang akan di-
perolehnya- Perjuangan bagi kelangsu-

ngan hidup dan posisi dominan meru-
pakan pertarungan yang tiada akhir di-
mana keuntungan kecil yang diperoleh
hari ini mungkin akan memiliki kon-

sekwensi yang menentukan keesokan

harinya (Cun-enr I*s toty, 2000 :3641.

Bagi ekopolitik, penekanan pada
pentingnya masalah pertahanan-kea-

manan memiliki implikasi yang paling
penting. Penting sekali bagi militer
bahwa negara mengembangkan dan

menggunakan teknologi militer paling
mutakhir yrng r,^rsedia. Bagaimana

alibat dari dipilihnya teknologi tertentu

terhadap lingkungan liidup sedikit sekali

JunMl lluau hrERnrsroMr // Pebruari 2004
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menjadi pertinbangan. Pemilihan ter-

hadap persenjataan nuklir, misalnya.

Teknologi persenjataan militer yang

paling merusak lingkungan adalah per-

senjataan nuldir, namun pada saat yang

sama persenjataan ini adalah yang
paling mampu menunjukkan kekuatan

nasional yang dimiliki suatu negara.

Dengan demikian. penganrh dari pro-
dulsi, penyimpanan, penyebaran dan
perlucutan serta akibatnya terhadap
lingkungan ketika senjata nuklir dugu-

nakan, menjadi pertimbangan nomor
dua.

Dari uraian diatas dapat dilihat
bahwa secara implisit realisme juga
merupa-kan etika lingkungan. Berlainan

dengan ketiga etika lingkungan terda-

hulu(arthropoceza-ri birrentric dan e.crren-

trr-c), realisme memandang lingkungan

dan alam hrnya memiliki sedikit arau

sama sekali tidak memiliki nilai moral.
Realisme menunjukkan pilihan tentang
bagaimana manusia memandang dan

berhubungan dengan alam ini, bukan
hanya sekedar pilihan mengerai bagai
mana manusia (dan negara) berhubu-
ngan antara satu dan yang lain.

Dalam perspektif realis, lembaga-

lembaga perekonomian masyarakat

harus dapat mendukung kekualan nri-

liter yang paling efektif. Apabila ada

suatu negara yang melakukan pilihan
untuk men1tsun perekonomiannya me-

ngikuti pola pembangunan berkelan-
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jutan jangka panjang, maka mungkin
saja negara tersebut segera akan merasa

kewalahan ketika menghadapi negara-

negara lain yang menracu kckuatan
militernya. Ncgara yang ingin selamat

alan berusaha mcnandingi keberhasi-

lan negara lain dibidang ekonomi dan

tems-merlerus membuat penemuan-pe-

nemuan baru yarrg aku memberi mere-

ka ke nen:rngan. Kapitalisme yang
dijalankan oleh Amerika Scrikat dan

negara-negara maju lainnya, pada saat

ini kelihatannya paling mampu menam-

pung aspirasi militer secara besar-

besaran.

Secara implisit realisme mendo-
rong kapitalisme karena dianggap seba-

gai sistem perekonomian yang paling

berhasil dalam me ningkatkan kekuatan

nasional suatu negara. Kapitalisme
telah menempatkan Amerika Serikat

pada pusisi tcraras dalam taranan inter-
nasional. Lebih jauh lagi realisme
menunjukkan bahwa karcna pemba-

ngunan ekonomi akan dapat mendu-

kung kesiapan militer mal<a pertumbu-
han ekonomi otomatis akan mengesam-

pingkan tujuan-tujuan lain termasuk

perlindungan terhadap alam. Memeli-
hara kawasan berawa-rawa dianggap

tidak dapar memberikan sumbangan

kepada kezrmanan nasional sebanyah

memproduksi barang untuk ekspor
Sebagai akibatnya, perspektif realis
menempatkan posisi pemasaral (marke f-
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rrg) dalam bentuk yang paling tidak

memperhatikan masalah-masalah ling-

kungan hidup terutama pclcstariannya.

Ketika me mbicarakan produk
rejim lingkungan, seperti protokol N{on-

treal misalnya, maka mau tidak mau

masalah pengaturan yang mengikat
negara-negara dalam instrumen multi-
latcral itn alan membutuhkan law en-

forcement (gtenegakJ<an hukum) dalam

proses implemcn rasinya di masing-

masing negara. Sementara kepatuhan

terhadap protokol diharapkan untuk
berlandaskan pada adanya kcpercayaan

pada saat yang sama, seperti yang yang

terjadi dengan berbagai perj a nj ia n

hukum internasional yang lain, tidak

terdapal inte m atio n al e nfo rce m e n t powe r:;

(kekuatan internasional yang dapat
memastikan implementasinya). Semua

penandatangan pro tokol diwajibkan

untuk melaporkan kemajuan dal:rm

mencapai target kepada UNEP tetapi

verifikasi akan sangat sulit dilakukan
karena badan-badan pemerintah yang

harus mengumpulkan laporan tersebut

sangat bergantung kepada kejujuran

dan pengetahuan yang dimiliki oleh

sektor industri, misalnya. Kiasan yang

tepat unhrk itu mungkin adalali: "Se-

perti macan ompong alias TaI bergigi".

Ekopolitik internasional atau glo-

bal kemudian didefinisikan scbagai

interaksi yang melibatkan aktor negara

dan non-negara yang melampaui batas

Junu! Huuxclx l Exr^urour // Pebruar 2004
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llelodologi Setiap level anal6a dapat berdiri

sendiri

Sistem bersifat anarkis

lJnrl analsa berbentuk kesatuan

individual

Setiap level analisa saling

mempengaruhi

Srstem membuluhkan

kerjasama

unit analisa adalah reJrm

2.

3.

Hegemonr dan kekuatan DiLentukan oleh kekuatan ekonomi,

politik dan militemya

Ditenlukan oleh lingkat penderitaan

kerusakan lingkungan

Implikasikebijakan l. Lanqsung/jangkapend€k

2, "Zero-sum Game" dimana satu

menanq yanq lain kalah

l. lidak lanqsunq/jangka panjang

2. "Win-win Solution" dimana

semUa Pihak menikmati

keuntungan

Orientasi kebijakan Pada hasll/output Pada proses1.

2.

1.

2.

Rasionalitas tentang

lingkungan

1. Implisit

2. Cenderung diabaikan

3. Se.rnqkalilvlerusak

Eksplisit

Sangat diperhitungkan

Iliemellhara

1.

2.

3.

Hubungan antara sains

dan kebijakan

Bukan keharusan karena sangat

dipengaruhr oleh persepsi

Merupakan keharusan karena data

ilmiah dapat memperkuat fakta

yang ada

Tabel4 Petbedaan Ko$ep dianlaa Pemjkiran Foaiis dan Pemiknn Ekologis (Disaikan dad bsrbagai hteratur yang digunekan cham penelitian

satu wilayah negara bangsa tertentu
mengenai pembuatan keputusan ber-

dimensi internasional yang menyangkut

masalah sumber daya alam dan penge-

lolaan lingkungan hidup. Munculnya
isu-isu ini dalam kancah politilinterna-
siona-l merefl eksikan menguatnya kesa-

daran mengenai meningkatnya teka-
nan-tekanan terhadap sumber-sumber

alam dan sistem kehidupan yang
mendukung kegiatan ekonomi dunia
pada abad ke duapuluh.

Dalam banyak hal, ekopolitik

JURMI HuBuxGAx hlInMsr0ila // Pebruari 2004

intemasional memusatkan perhatiannya
pada usaha-usaha untuk merundingkan
pe{anjian multilateral bagi terciptanya
kerjasama untuk melindungi sumber
daya alam dan lingkungan hidup.
Perjanjian-perjanjian tersebut sebagian

besar membentuk berbagai rejim
lingkungan internasional, yang tingkat

efektifi tasnya bervariasi dalam menga-

rahkan tindakan negara-negara dalam
menghadapi masalah lingkungan
internasional.

Perbedaan kepentingan ya.ng dimi-
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liki negara-negara dalam isu lingkungan

hidup membuat tercapainya kesepala-

tan diantara pihak-pihal yang bertang-

gung jawab terhadap, dan yang lang-

sung terkena dampak, masalah lingku-

ngan internasional menjadi tantangan

politrk dan diplomatik serius. Salah satu

masalah utama dalam ekopolitik global

adalah kemampuan dari satu atau bebe-

rapa negara untuk menghambat atau

melemahkan p.rjanjian dan bagainrana

cara untuk nengatasi hambatan terse-

but. Agar rejim lingkungan dapat ter-

bentuk dengan kuat maka negara-

negara dengan kekuaran veto dan koali-

sinya harus diyakinlian agar tidat meno-

lak pembentukan rejim yang sedang

diusulkan, atau paling tidak agar mau

berkompromi dengan negara-negara

lang mendukung pembentukan rejim

tersebut-

IihatTaful4.

Dari penelitian yang dilakukan

dapat disimpulkan adarya kekuatan lain

yang menghambat efektifitas implemen-

tasi rejim lingkungan internasional yaitu

dominasi paradigma ilmu-ilmu sosial,

terutama dengan perspektif realisnya,

yang sedang berlaku yang menghala.l-

kan elsploitasi alam tanpa batas demi

a.lasan pembangunan ekonomi. Namun

dengan menguatnya pemikiran ekologis

dan kegiatan ekopolitik internasional,
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paradigma tersebut mulai mendapat

tekanan terutama dari "paradigma -sus-

tainable developnerf' yang diintrodusir

oleh gerakan-gerakan lingkungan hi-

dup. Perubahan menyeluruh terhadap

paradigma mana yang akan mendo-

minasi tentu al<an membutuhkan wal<tu

lama terutana karena paradigma yang

sekarang dominan sangat kuat penga-

ruhnya dalam institusi politik dan juga

da-lam institusi ekonomi.

Seperti yang tcrlihat dalam tabel

4 diatas, maka ketika membicarakan

peran realisme pada paradigma ilmu

sosial yang masih dominan dan rele-

vansi perspektif tersebut dalam ncnga-

nalisa masalah-masalah lingkungan
internasional dewasa ini, dapat dicatat

beberapa aJasan kelemahan/keterbata-

san realisme serta kekuatan /dominasi
perspektif realis dalam pembuatan

kebijakan lingkungan hidup global.

Sebagian dari alasan tersebut secara

alamiah terletak pada perbedaan funda-

mental beberapa konsep kunci diantara

pemikiran realis dan pemikiran ekolo-

gis. Secara sederhana dapat dikatakan

bahwa paradols realisme terjadi ketika

disatu sisi berbagai perbedaan konsep

diantara dua pemikiran tersebut mem-

buat realisme tidak relevan untuk me-

nganalisa masalah lingkungan global;

namun di sisi lain ketidak elektifan ber-

bagai rejim dan masih adanya peno-

lakan untuk meratifikasi rejim menun-

Ju Hururcr,l l Enx srou! // Pebruari 2004



juldian adanya dominasi r.calisme yang
menenpatkan kepentingan nasional/
negara diatas segalanya. l)engan demi-
kirr) ddpll dikatak;rr hehrva teori-teori
HI, terut:rma dalam hal ini yang berali-
ran realis, sebagai suatu disiplin akade-
mis akan sclalrr berada dalam posisi
periferi apabila nrembicarakan pemiki-
ran ekologis dan harus melakukan reo-
rientasi pendek:rten teoritisnya terhadap
isu-isu lingkungan hidup. Perbedaan
yang ada dalan dua konscp tersebut
diatas secara signifikan berdampak
padajenis keputusan yang diambil oleh
dap-dap negare a tas nanra kepentingan
nasionalnya.

Karenl r.rdapat per.hcdaa n teori-
tis yang fundamental diantara pemiki-
ran realis dan pemikiran ckologis dalam
memandang rejim internasional, maia
kemungkinan teori-reori rentang rejim
intcrnasional seperti pendekatan struk-
tural, pendekatan utilitarian dan model
tawar mcnawar institusional, untuk
melakukan pendekatan yang lebih kritis
terhadap isu-isu lingkungan hidup jelas
tidak ada karena kecenderungan reali-
snya. Realisme secara implisit mcmang
nremuat pandangan moral mengenai
lingkungan, namun sayangnya me-
ngambil benruk yang paLng merusak.
Tidak diragukan lagi bahwa perspektif
realis mcmual des kripsi mengenai
bagaimana cara kerja sistem interna-
sional sekarang ini.

J0Fur Hururcrll lfiEn Asmxrl // Pebtuai 2004

lsu Terorism€ dalam Hubungan lnlernasional

Dibar,r.'ah ini akan akan dipetakan
kesimpulan akhir dari penclitian ten-
tang ll\ kcrcrbatasrn: dan i27 dominesi
peran realisne dalani ekopolitik
intcrnasional.

I . Kcteimumn Perytektif Realis

a. Konsep dasar realis mcngenri
peran negara sebagai aktor utama
dalam hubungan internasional yar.rg

mengesampingkan peran s truktur
sosial-politik dome stik tidak mampu
menganalisa dan meranalkan output
atau hasil-hasil dari sebuah pcrurr-
dingan n.rengenai masalah lingkungan
internasional.

b. Posisi tawar-menawar dalan.r
pembentukan lejim lingkungan global
biasanya merefleksikan keseimbangan

situasi sosial-ekonomi dan politik do-
mestik, yang sewaktu-wal<tu dapat bc-
rubah seiring dengan terjadinya peru-
bahan pada keseimbangan domestik
tersebut, bergatung pada siapa yang
berkuasa dan apa kepentingannya.

c. Peran para elit politik-birokrasi
dan ekonorni yang kepentingan parokial
dan ideologinya seringkali bertentangan
dengan rencana pembenrukan rej in r

lingkungan global tertentu.

d. Peran kelompok ilmuwal yang
sangat strategis dalam menyediakan
data hasil penelitian yang mutlak dibu-
tuhkan dalam pembuatan keputusan
menunjukkan bahwa konsensus ilmiah
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yang mendapat dukrrngan luas dapat
menrpengaruhi penilaian suatu ncgara

mengenai isu lingkungan hidup ter-
tentu. Kadangkala penilaian itu akan

keluar dari konsep kepentingan nasional

tradisional yang menekankan pada ke-

kuatan ekonomi-politik dan militer
e. Adanya penilaian yang dila-

kukan oleh negara-negara terhadap da-

ta-data i.lmiah yarrg dihasilkan oleh para

ihruwan menganulir (menghilangkan)

konsep pengetahuan yang "bebas nilai"
yang secara epistemologis mcnjadi lan-
dasan metodologis yang digunakan oleh

kaum realis yang nengklaim dirinya
sebagai penganut metodologi positifis-

tik.

f. Pandangan moral yang implisit

dalam realisme vaitu balrwa marrusia

bebas untuk menentukan nasibnya sen-

diri, untuk mengembangkan dan men-

dcfi nisikan ide-ide mengcnai kcbcbasan

dan m:rsyara-kat yang bzrik tanpa adanya

campur tangan pihi* Iain berlawanan

dengan pengaturan institusional yang

dikuatkan oleh perspektif nco-realis.

Pada prakteknya, hanya sedikit sekali

pilihan yang tersedia terutama ketika

negara berusaha mendapatkan keama-

nan rr;rsional dan menjanrin kepenri-

ngan nasionalnya dengan scgala cara.

2. BuIlt f)ontituul Realisme

a. \\alaupun kenyataar membuk-

tikan bahwa banyak permasadahan ling-
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kungan membutuhk:rn adanya kerlasa-

ma yang melewati batas negara nan]un

sistem irrternasional )'ang srare-cexhft dan

kompetitif memastikan bahrva sr.rli t bagi

kcsadaran mengenai lingkungan hidup

untuk dapat menuntun pembentukalr

kebijakan nasional dalam janeka
panjalg

b. Kebarryakan isu-isu lingkLrngan

hidup mcnunjukkan adanya keterli-
batan faktor ckononi yang pada akhir-

nya akan menentukan bentuk hubu-

ngan diantara aktor-aktor yang terlibat

da.lam isu tersebut.

c. Peran negara yang ditentukan

oleh kondisi perekonomiannya, nisal-

nya sebagai negara maju/industrialis
atau sebagai negara bcrkembang, se-

ringkali dapat menunjukkan siapa yang

memiliki potensi kekuatan velo, dan

koalisinya, sehingga dapat menjawab

pertanyaan mengelni mengapa merek:r

mcm-veto atau tidak rnem-veto suiltu

rejim internasional.

Dengan demikian penelitian ini

membuktikan adanya penguatan ter-

hadap orientasi kedaulatan yang me-

nempatkan negara sebagai pusat

perhatian dalam bidang politik ling-
kungan internasional. Paradoks rcalis-

me terletak pada kenyataan bahwa se-

nentara banyak gugatan ditujukan
terhadap keterbatasan kemanpuan
rcalisme dalam merespon persoalan

Junul fiuBu cax l rER 
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